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MOTTO 
 
 
 
“Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Zakaria, dia berkata; telah 
menceritakan kepadaku 'Amir dari Abu Hurairah, dia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Binatang tunggangan yang digadaikan 
boleh ditungggangi karena nafkah yang ia berikan, jika binatang yang mempunyai 
susu digadaikan boleh diminum susunya, orang yang menunggangi dan meminum 
susunya wajib memberikan nafkahnya (biaya perawatan).” 
 (Hadits riwayat Ahmad) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut 
adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta 
tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah 
sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
Alif 
Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
Ba B Be 
Ta T Te 
Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
Jim J Je 
Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
Kha Kh Ka dan ha 
Dal D De 
ix 
 
Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
Ra R Er 
Zai Z Zet 
Sin S Es 
Syin Sy Es  dan ye 
Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
‘ain …’… Koma terbalik di atas 
Gain G Ge 
Fa F Ef 
Qaf Q Ki 
Kaf K Ka 
Lam L El 
Mim M Em 
x 
 
Nun N En 
Wau W We 
Ha H Ha 
Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
Fathah A A 
Kasrah I I 
Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. Kataba 
xi 
 
2. Żukira 
3. Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
Fathah dan ya Ai a dan i 
Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Kaifa 
2. Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
xii 
 
Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Qāla 
2. Qīla 
3. Yaqūlu 
4. Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah 
 transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka 
Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Rauḍah al-aṭfāl  
2. Ṭalḥah 
xiii 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Rabbana 
2. Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  . 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 
yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang yang diikuti 
leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang digariskan di 
depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau 
Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 
dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Ar-rajulu 
xiv 
 
2. Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir 
kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan 
Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Akala 
2. Taꞌkhuzūna 
3. An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD 
yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. 
Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf 
kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan 
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf 
kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
xv 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 Wa mā Muḥammdun illā rasūl 
 Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
 
 
 
 
 
 
 
 
xvi 
 
KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 
Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 
karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 
berjudul “PENYELESAIAN WANPRESTASI AKAD AR-RAHN UNTUK 
USAHA MIKRO (ARRUM) BPKB DI PT PEGADAIAN (PERSERO) 
SYARIAH UNIT PASAR PURWODADI DITINJAU DARI FATWA DEWAN 
SYARIAH NASIONAL NO: 68/DSN-MUI/III/2008 TENTANG RAHN 
TASJILY”. 
Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan 
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta. 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan 
dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, 
waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus 
hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada : 
 
1. Bapak Dr. H. Mudhofir, S. Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Surakarta. 
2. Bapak Dr. M. Usman S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. 
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 
(Muamalah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. 
4. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Hukum 
Ekonomi Syariah (Muamalah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. 
5. Bapak Drs. Abdul Aziz, M.Ag. selaku dosen Pembimbing Akademik Jurusan 
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah yang telah memberikan 
xvii 
 
pengarahan dan nasihatnya kepada penulis selama menempuh studi di Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. 
6. Ibu Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 
telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, 
pengarahan dan nasihatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat 
diselesaikan. 
7. Bapak Fairuz Sabiq beserta keluarga yang telah membimbing, mengarahkan, dan 
menasihati saya dengan tulus dan sabar dari awal masuk kuliah sampai selesai. 
8. Kedua orang tua saya Bapak Slamet, Ibu Siti Saudah yang telah memberikan 
doa, semangat, dukungan, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya. 
Serta nenek, adik-adikku, kakak sepupu, bude, pak de yang telah memberikan 
doa dan semangat. 
9. Dosen Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji 
skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik. 
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang telah memberikan 
bekal ilmu, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di 
kehidupan yang akan datang. 
11. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staf karyawan perpustakaan 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah membantu dalam 
kelancaran penyusunan skripsi ini. 
12. PT Pegadaian (Persero) Syariah unit Pasar Purwodadi yang telah berkenan 
menjadi objek penelitian. 
13. Bapak Edwin Tesna W selaku Pengelola Unit atau Penaksir PT Pegadaian 
(Persero) Syariah unit Pasar Purwodadi yang telah memberikan izin untuk 
melaksanakan penelitian di PT Pegadaian (Persero) Syariah unit Pasar 
Purwodadi. 
14. Ibu Suluh Midarti selaku Kasir, dan seluruh staff PT Pegadaian (Persero) Syariah 
unit Pasar Purwodadi yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini. 
xviii 
 
15. Kelurga besar kontrakan mahasiswa perumahan griya kencana asri blok c no. 9 
yang telah memberikan kebersamaan, keceriaan, kegilaan, dan semangat dalam 
penyelessaian skripsi. 
16. Teman - teman angkatan 2014 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis 
selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah IAIN Surakarta. 
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah 
berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. 
18. Terhadap semuanya penulis tidak dapat membalas atas kebaikan beliau semua, 
hanya do’a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan 
kebaikan kepada semuanya. Aamiin 
 
Wassalamu’alaikum. Wr. Wb. 
                 
 
 
 Surakarta, 25 April 2018 
 
Penulis 
 
 
 
Nur Azizah 
NIM. 14.21.1.1.130 
 
 
 
 
 
xix 
 
ABSTRAK 
Nur Azizah, NIM 142111130, “PENYELESAIAN WANPRESTASI AKAD 
AR-RAHN UNTUK USAHA MIKRO (ARRUM) BPKB DI PT PEGADAIAN 
(PERSERO) SYARIAH UNIT PASAR PURWODADI DITINJAU DARI 
FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 68/DSN-MUI/III/2008 
TENTANG RAHN TASJILY.” 
Salah satu bentuk jasa pelayanan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang 
menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman atau transaksi lain yang 
menimbulkan utang piutang dengan memberikan jaminan barang dengan ketentuan 
barang tersebut masih dikuasai dan digunakan oleh pihak berutang. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 
68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily  terhadap penyelesaian wanprestasi akad 
ar-Rahn untuk usaha mikro (ARRUM) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 
di PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pasar Purwodadi. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan sumber data primer dari wawancara langsung dengan pihak PT 
Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pasar Purwodadi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyelesaian wanprestasi akad 
ar-Rahn untuk Usaha Mikro (ARRUM) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 
di PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pasar Purwodadi secara umum sudah 
memenuhi ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/DSN-MUI/III/2008 
tentang Rahn Tasjily. 
 
 
Kata Kunci : wanprestasi, rahn tasjily, PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pasar 
Purwodadi 
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ABSTRACT 
Nur Azizah, NIM 142111130, “THE SETTLEMENT OF THE AR-RAHN 
AGREEMENT FOR THE MICRO BUSINESS (ARRUM) OF BPKB IN PT 
PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH PURWODADI MARKET UNIT IN 
TERMS OF THE FATWA OF NATIONAL SHARIA COUNCIL NO: 68/DSN-
MUI/III/2008 TENTANG RAHN TASJILY.” 
One of Sharia Financial Institution services (LKS) that become necessity of 
the public is loan or other transaction that incudes receivable debt by providing 
guarantee of goods with the provision that the goods are still controlled and used by 
the debtors. This research was conducted to find out how the review of Fatwa of 
National Sharia Council No: 68/DSN-MUI/III/2008 about Rahn Tasjily towards the 
settlement of ar-Rahn agreement for micro business (Arrum) Proof of Motor Vehicle 
Owner (BPKB) in PT Pegadaian (Persero) Syariah unit Purwodadi Market. 
This research is descriptive qualitative research and primary data source of 
this research taken from direct interview with PT Pegadaian (Persero) Syariah unit 
Purwodadi Market. 
The result of this study indicate that the settlement of ar-Rahn arbitration for 
Micro Enterprises (ARRUM) Proof of Motor Vehicle Owner (BPKB) in PT 
Pegadaian (Persero) Syariah Purwodadi Market Unit as generally has fulfilled the 
provisions of the National Sharia Council Fatwa No : 68/DSN-MUI/III/2008 about 
Rahn Tasjily. But in practice there is no auction marhu>n, because there is good faith 
from ra>hin to pay its debts. 
 
Keywords : wanprestasi, rahn tasjily, PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit 
Purwodadi Market 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Islam merupakan jalan hidup bagi pemeluknya (umat Islam). Ia tidak 
hanya sekedar agama yang menuntun umatnya menuju kebahagiaan akhirat 
tapi juga menuntun menuju kebahagiaan dunia melalui aturan-aturan yang 
telah di cantumkan dalam syariah yang mencakup segala aspek kehidupan 
khususnya ekonomi. Misalnya setiap orang butuh berinteraksi dengan lainnya 
untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong menolong diantara 
mereka, disitulah kedudukan Islam sebagai way of life yang lengkap dan 
sempurna. Kesempurnaannya ada pada kaidah-kaidah dasar dan aturan yang 
selaras dengan kehidupan manusia. Dengan meletakkan kaidah-kaidah dasar 
dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga 
muamalah (hubungan antar makhluk) maka semua pemeluk Islam diwajibkan 
untuk mentaatinya ataupun mempraktikkan dalam praksis kehidupan. 
Sehingga sangat wajar bila interaksi umat Islam antara muslim dan non 
muslim pun selalu didasarkan pada kaidah syariah.1 
Islam adalah agama yang kompleks. Tidak sebatas memuat hal-hal 
yang bersifat transenden (h}ablum minallah), Islam memuat kaidah tentang 
tata perilaku dengan sesama manusia (h{ablum minannas). Dalam interaksi 
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 Ahmad Supriyadi, “Legalitas Lembaga Keuangan Gadai Syariah di Indonesia (Studi 
Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum “PERUM” Pegadaian)”, 
Jurnal Penelitian Islam  Empirik, (Kudus) Vol. 5 Nomor 1, 2012, hlm. 78-79. 
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antar manusia, lahir hukum muamalah yang secara sempit dimaksudkan pada 
hukum yang mengatur hubungan sesama manusia di lapangan harta kekayaan. 
Islam pun mengenal akad kafalah (d}aman) dan rahn sebagai akad peneguh 
kepercayaan (jaminan).2 
Bersamaan dengan perkembangan produk-produk berbasis syariah 
yang kian marak di Indonesia, sektor pegadaian juga ikut mengalaminya. 
Salah satu produk yang menjadi andalan pegadaian dalam segmen bisnis 
syariah adalah produk pembiayaan ar-Rahn untuk usaha mikro (ARRUM). 
ARRUM adalah skema pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha 
kecil dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan 
Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dimilikinya. Peraturan 
ARRUM terdapat dalam Surat Keputusan Direksi No. 01/US.2.00/2008, 
tanggal 31 Januari 2008, tentang Pemberlakuan PO ARRUM dan No. 
03/US.2.00/2008, tanggal 31 Januari 2008, tentang Batas Minimum dan 
Maksimum Nilai Pembiayaan ARRUM, menyatakan mulai beroperasinya jasa 
kredit ARRUM dengan jaminan fidusia, maksimum uang pinjaman 
Rp 50.000.000,- dengan masa kredit maksimum 36 bulan.3 
Jaminan fidusia merupakan tambahan, ketika perjanjian kredit 
berakhir maka dengan sendirinya perjanjian fidusia akan berakhir. 
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 Anggarian Andisetya, “Sinkronisasi Fatwa DSN-MUI No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang 
Rahn Tasjily terhadap Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 
Jaminan Fidusia”, Artikel Ilmiah, 30 Mei 2014. 
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 Ahmad Mutamimul Ula, “Tingkat Kepuasan  Nasabah terhadap Pelayanan dan Produk 
Pembiayaan Mikro di Pegadaian Syariah”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Muamalat (Ekonomi 
Islam) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2016, hlm. 66-67.  
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Undang-Undang menentukan pembebanan benda dengan jaminan fidusia 
dibuat dengan akta notaris, agar jaminan fidusia mempunyai kepastian 
hukum, tidak hanya untuk menambah kepastian hukum jaminan fidusia perlu 
didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia yang menghasilkan Sertifikat 
Jaminan Fidusia kepada penerima fidusia, dimana sertifikat tersebut 
mempunyai kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga apabila debitur cidera 
janji, maka memudahkan penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual 
benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.4 
Pada dasarnya keberadaan lembaga jaminan fidusia bagi bangsa 
Indonesia bukan merupakan suatu lembaga baru. Sudah sejak lama bangsa 
Indonesia mengenal lembaga jaminan tersebut, bahkan dalam penjelasan atas 
UU Nomor 42 Tahun 1999 tersebut diakui, bahwa lembaga jaminan ini sudah 
digunakan sejak zaman penjajahan Belanda. Bedanya hanyalah, bahwa 
lembaga fidusia yang selama ini dikenal didasarkan pada yurisprudensi. 
Di samping itu, lembaga fidusia yang selama ini digunakan mempunyai sifat 
sederhana, mudah, dan cepat, tetapi di lain pihak, lembaga itu dianggap tidak 
menjamin adanya kepastian hukum. 
Lembaga jaminan fidusia memungkinkan kepada pemberi fidusia 
untuk menguasai benda yang dijaminkan untuk melakukan kegiatan usaha 
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 Martin Anggiat Maranata Manurung, “Perlindungan Hukum terhadap Kreditor apabila 
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yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Pada 
awalnya, benda yang menjadi objek fidusia terbatas pada kekayaan benda 
bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam 
perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi objek fidusia termasuk juga 
kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak. 
Dengan dibuatnya UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini 
dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai peraturan 
Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha 
dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang 
berkepentingan. 
Menurut J. Satrio bahwa dengan pengaturan secara lebih pasti melalui 
undang-undang, mengenai hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian 
jaminan fidusia, memang bisa diharapkan akan sangat menambah kepastian 
hukum mengenai hal itu. Sehingga, sengketa-sengketa mengenai segi-segi 
tertentu dari jaminan fidusia, dapat diharapkan akan sangat banyak dikurangi.5  
Pada tahun 2008 Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia 
mengeluarkan fatwa tentang Rahn Tasjily. Rahn Tasjily disebut juga dengan 
Rahn Ta’mi>ni, Rahn Rasmi>, atau Rahn Hukmi, adalah jaminan dalam bentuk 
barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada 
penerima jaminan (murtahi>n) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan 
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 J. Satrio, yang dikutip dalam Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum 
Nasional, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 191-192.  
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fisik barang jaminan tersebut (marhu>n) tetap berada dalam penguasaan dan 
pemanfaatan pemberi jaminan (ra>hin). Di dalam fatwa ini menjelaskan 
tentang salah satu bentuk jasa pelayanan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), 
baik dari pengertian hingga ketentuan-ketentuan yang memperbolehkan 
adanya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) itu sendiri. 
Berikut beberapa ketentuan khusus Rahn Tasjily boleh dilakukan 
dengan ketentuan sebagai berikut : 
Ra>hin menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang 
dijadikan jaminan (marhu>n) kepada murtahi>n. Penyerahan barang jaminan 
dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak 
memindahkan kepemilikan barang ke murtahi>n. Ra>hin memberikan 
wewenang (kuasa) kepada murtahi>n untuk melakukan penjualan marhu>n, baik 
melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi 
wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya. Pemanfaatan barang marhu>n 
oleh ra>hin harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan. Murtahi>n dapat 
mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhu>n (berupa 
bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh ra>hin, berdasarkan 
akad al-ija>rah. Besaran biaya sebagaimana dimaksud tersebut tidak boleh 
dikaitkan dengan jumlah utang ra>hin kepada murtahi>n. Selain biaya 
pemeliharaan, murtahi>n dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan 
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pada pengeluaran yang riil. Biaya asuransi Rahn Tasjily  ditanggung oleh 
Ra>hin.6 
 PT Pegadaian (Persero) Syariah memiliki beberapa produk salah 
satunya yaitu ARRUM, dimana pembiayaan ARRUM pada PT Pegadaian 
(Persero) Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan 
modal usaha dengan jaminan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan 
emas. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk 
mendukung usaha sehari-hari. Kemudian khusus untuk produk ARRUM 
BPKB pihak PT Pegadaian (Persero) Syariah bekerja sama dengan kantor 
fidusia dan juga pihak asuransi untuk menambah kepastian hukum. Sehingga, 
sengketa-sengketa mengenai segi-segi tertentu dari jaminan fidusia, dapat 
diharapkan akan sangat banyak dikurangi.
 7 
Di PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pasar Purwodadi juga 
terdapat produk ARRUM, yang dalam praktiknya khususnya mengenai 
produk Pegadaian Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di PT 
Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pasar Purwodadi, salah satu permasalahan 
yang terjadi adalah wanprestasi yang mengakibatkan angsuran pembiayaan 
macet, tentunya hal ini mengakibatkan kerugian bagi PT Pegadaian (Persero) 
Syariah. 
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Persoalan tersebut mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut 
terhadap penyelesaian wanprestasi akad ar-Rahn untuk usaha mikro 
(ARRUM) BPKB di PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pasar Purwodadi, 
ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/DSN-MUI/III/2008 
tentang Rahn Tasjily. Hal ini menarik diteliti karena biasanya dalam 
Pegadaian yang dijadikan jaminan ialah barangnya tetapi dalam hal ini yang 
dijadikan jaminan adalah bukti sah kepemilikan atau sertifikat. 
Berdasarkan uraian  latar belakang di atas, maka penulis bermaksud 
untuk melakukan penelitian mengenai penyelesaian wanprestasi akad ar-Rahn 
untuk usaha mikro (ARRUM) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 
tersebut dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “PENYELESAIAN 
WANPRESTASI AKAD AR-RAHN UNTUK USAHA MIKRO 
(ARRUM) BPKB DI PT PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH UNIT 
PASAR PURWODADI DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH 
NASIONAL NO: 68/DSN-MUI/III/2008 TENTANG RAHN TASJILY ” 
 
B. Rumusan Masalah 
a. Bagaimana penyelesaian wanprestasi akad ar-Rahn untuk usaha mikro 
(ARRUM) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di PT Pegadaian 
(Persero) Syariah Unit Pasar Purwodadi? 
b. Bagaimana tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/DSN-
MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily  terhadap penyelesaian wanprestasi 
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akad ar-Rahn untuk usaha mikro (ARRUM) Bukti Pemilik Kendaraan 
Bermotor (BPKB) di PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pasar 
Purwodadi? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan pokok masalah yang telah penulis kemukakan, 
maka penelitian ini bertujuan : 
a. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi akad ar-Rahn untuk 
usaha mikro (ARRUM) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 
di PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pasar Purwodadi. 
b. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 
68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily  terhadap penanganan 
wanprestasi akad ar-Rahn untuk usaha mikro (ARRUM) Bukti 
Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di PT Pegadaian (Persero) 
Syariah Unit Pasar Purwodadi. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Untuk memperkaya hasanah ilmu pengetahuan khususnya ekonomi 
Islam. 
b. Sebagai tambahan pengetahuan kepada masyarakat sehingga 
mengetahui mekanisme penanganan wanprestasi akad ar-Rahn untuk 
usaha mikro (ARRUM) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 
di PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pasar Purwodadi ditinjau dari 
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Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang 
Rahn Tasjily. 
 
D. Kerangka Teori 
Jaminan merupakan tanggungan yang diberikan oleh debitur kepada 
kreditur. Bagi PT. Pegadaian (Persero), jaminan sangat berperan penting 
dalam proses realisasi pinjaman oleh nasabah. 
Menurut Subekti, perkembangan perekonomian dan dunia bisnis akan 
selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit, dan pemberian 
fasilitas kredit yang selalu memerlukan jaminan, hal ini demi keamanan 
pemberian kredit tersebut dalam arti piutang yang meminjamkan akan 
terjamin dengan adanya jaminan. Dalam konteks inilah letak pentingnya 
lembaga jaminan itu.8 
Dalam Islam, barang jaminan berlaku untuk semua benda yang dapat 
dijual, baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Hal ini didukung oleh 
Heri Sudarsono yang menyatakan bahwa Pegadaian Syariah harus akomodatif 
dibandingkan dengan Pegadaian Konvensional terutama dalam masalah ragam 
jenis barang jaminan. Seperti menerima jaminan yang berhubungan dengan 
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 Subekti, yang dikutip dalam Rizki Sukma Hapsari, “Perlindungan Hukum terhadap Nasabah 
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Madiun”, Jurnal Reportorium, (Solo) Vol. III Nomor 2, 2016, hlm. 115. 
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sawah, kebun, hewan, ternak seperti domba, kerbau, sapi, kuda, yang sering 
kali diabaikan oleh Pegadaian Konvensional.9 
Istilah jaminan (d}aman) menurut bahasa berarti „jaminan‟ (al-kafa>lah), 
„beban‟ (al-h}awa>lah), atau „tanggungan‟ (za’a>mah), sedangkan menurut istilah 
adalah menggabungkan dua beban (tanggungan) untuk membayar piutang, 
menggadaikan barang atau menghadirkan orang pada tempat yang telah 
ditentukan.10 
D{aman diperbolehkan dalam Al-Qur‟an dan hadits. Hal ini terdapat 
dalam surat Yusuf ayat 72.11 
              
 “Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang 
dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban 
unta, dan aku menjamin terhadapnya”. (QS. Yusuf [12]: 72)12 
 
Ada pula hadits yang berkenaan dengan jaminan ini, diantaranya 
dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:  
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 Heri Sudarsono, yang dikutip dalam Ade Sofyan Mulazid, Kedudukan Sistem Pegadaian 
Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 
62-63. 
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 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 
2012), hlm. 195. 
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 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya jilid V, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 
hlm. 20-22. 
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Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ash Shabbah 
berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad Ad 
Darawardi dari Amru bin Abu Amru dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata, 
"Pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ada seseorang yang 
mempunyai tanggungan hutang sebanyak sepuluh dinar kepada orang yang 
meminjaminya. Lalu ia (peminjam) berkata, "Aku tidak memiliki sesuatu 
untuk aku berikan kepadamu." Ia (pemilik uang) berkata, "Tidak, demi Allah. 
Aku tidak akan meninggalkanmu hingga kamu membayarku, atau kamu 
mendatangkan kepadaku seorang jaminan." Lalu ia membawanya kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lantas 
bertanya: "Berapa lama waktu yang kamu berikan untuknya?" ia menjawab, 
"Satu bulan." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian bersabda: 
"Aku yang akan menjadi penjamin." Maka dia datang di waktu yang telah 
dikatakan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
lalu bertanya kepadanya: "Dari mana kamu dapatkan ini?" Ia menjawab, "Dari 
harta temuan (harta karun)." Beliau bersabda: "Tidak ada kebaikan di sana." 
Lalu beliau pun membayarkan hutangnya." (HR. IBNUMAJAH - 2397) 13 
Islam mengajarkan bahwa dalam menghadapi orang yang dalam 
kesulitan, dan tidak mempunyai apa yang akan dibayarkannya untuk menutupi 
hutangnya. Seperti tertera dalam QS. al-Baqarah ayat 280 Allah subhanahu 
wa ta‟ala telah memerintahkan untuk bersabar. 
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 HR. Ibnu Majah, No. 2397, dalam Aplikasi Lidwa Pusaka I-Software Kitab 9 Imam Hadist. 
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                                   
 
“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang 
waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, 
itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. al-Baqarah [2]: 280)14 
 
Fatwa DSN-MUI No. 68 Tahun 2008 tentang Rahn Tasjily. Dalam 
fatwa tersebut terdapat beberapa ketentuan khusus Rahn Tasjily, boleh 
dilakukan dengan ketentuan yaitu sebagai berikut : 
a. Ra>hin menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang 
dijadikan jaminan (marhu>n) kepada murtahi>n; 
b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau 
sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke Murtahi>n; 
c. Ra>hin memberikan wewenang (kuasa) kepada murtahi>n untuk melakukan 
penjualan marhu>n, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai 
prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi 
utangnya; 
d. Pemanfaatan barang marhu>n oleh ra>hin harus dalam batas kewajaran 
sesuai kesepakatan; 
e. Murtahi>n dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan 
barang marhu>n (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang 
ditanggung oleh ra>hin, berdasarkan akad al-Ija>rah; 
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 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya jilid I, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 
hlm. 420-421. 
13 
 
f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh 
dikaitkan dengan jumlah utang ra>hin  kepada murtahi>n; 
g. Selain biaya pemeliharaan, murtahi>n dapat pula mengenakan biaya lain 
yang diperlukan pada pengeluaran yang riil; 
h. Biaya asuransi Rahn Tasjily  ditanggung oleh Ra>hin.15 
 
E. Tinjauan Pustaka 
Dalam kajian pustaka berguna sebagai bahan acuan yang relevan 
dengan penelitian yang terdahulu, kajian pustaka ini berguna untuk 
menghindari adanya plagiasi atau penjiplakan atas karya orang lain. 
Berdasarkan fokus penelitian, penelitian ini tentunya berbeda dengan yang 
sudah ada. Fokus penelitian penulis dalam topik penyelesaian wanprestasi 
akad ar-Rahn untuk usaha mikro (ARRUM) BPKB apabila nasabah 
mengalami kredit macet di PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pasar 
Purwodadi. 
Skripsi Ida Yuniati, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta 
(STAIN), 2005 yang berjudul “Pandangan Hukum Islam terhadap 
Mekanisme Gadai di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Unit Layanan Gadai 
Syariah Surakarta)” hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa 
ditinjau dari rukun dan syarat gadai, perjanjian akad gadai, maka 
mekanismenya pelaksanaan gadai di Unit Layanan Gadai Syariah telah sesuai 
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 Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008, hlm. 3. 
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dengan ketentuan hukum Islam. Kemudian pandangan hukum Islam terhadap 
mekanisme pelaksanaan gadai di Unit Layanan Gadai Syariah telah sesuai 
dengan syara‟, karena dalam operasionalnya dan pembentukan laba diperoleh 
dari ija>rah (jasa simpan) dan biaya administrasi, sehingga laba pegadaian 
terhindar dari riba.16 
Skripsi Ides Puspita Sari, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim 
Riau Pekanbaru, 2013 yang berjudul “Pelaksanaan Penahanan Benda Gadai 
terhadap Benda. Milik Debitur oleh Perum Pegadaian apabila Debitur 
Wanprestasi (Studi Kasus Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota)” hasil 
penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan oleh 
Perum Pegadaian apabila debitur wanprestasi yaitu secara lelang. Lelang 
dilakukan apabila nasabah sudah tidak mampu memperpanjang atau menebus 
barang yang digadaikan. Dilaksanakan setelah jatuh tempo 120 hari atau 4 
bulan dari tanggal kredit. Adapun prosedur lelang adalah Pemberitahuan 
lelang, Persiapan lelang, Pelaksanaan lelang, dan Hasil lelang. Kemudian 
kendala-kendala yang dihadapi Perum Pegadaian dalam pelaksanaan 
penahanan benda gadai yaitu benda yang digadaikan bukan milik debitur, 
benda yang digadaikan rusak dalam penyimpanan, tidak adanya kesepakatan 
ganti kerugian antara debitur dengan Perum Pegadaian dan penyelesaian 
terhadap permasalahan yang dihadapi yaitu pihak Perum Pegadaian akan 
                                                          
16
 Ida Yuniati, “Pandangan Hukum Islam terhadap Mekanisme Gadai di Pegadaian Syariah 
(Studi Kasus Unit Layanan Gadai Syariah Surakarta)”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syari‟ah 
STAIN Surakarta, Surakarta, 2005, hlm. 65. 
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menyerahkan benda hasil penggelapan ke pengadilan bila diketahui benda 
curian, menanggung semua kerusakan apabila terjadi sesuatu keadaan yang 
tidak diduga.17 
Skripsi Lalita Sri Maharsi Dewanggari, Universitas Sebelas Maret, 
2011 yang berjudul “Prosedur Pemberian Kredit Usaha (ARRUM) pada 
Perum Pegadaian Syariah Unit Layanan Gadai Syariah UNS” hasil 
penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa prosedur pemberian kredit 
merupakan prosedur yang terdiri dari penyerahan barang jaminan, pengisian 
formulir permohonan kredit, penaksiran, penandatanganan perjanjian dan 
penyerahan buku angsuran. Secara keseluruhan sistem pemberian kredit pada 
pegadaian syariah unit layanan gadai syariah UNS telah berjalan dengan baik. 
Hal ini dapat diketahui dari prosedur pemberian kredit yang telah diterapkan 
pada pegadaian syariah. Kemudian kredit pada nasabah sederhana dan tidak 
berbelit-belit. Serta penerimaan barang gadai diteliti oleh penaksir agar barang 
gadai tersebut dapat ditaksir dengan baik.18 
Skripsi Oni Kurniawan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012 
yang berjudul “Ketentuan Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai 
(Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)” hasil penelitian ini 
                                                          
17
 Ides Puspita Sari, “Pelaksanaan Penahanan Benda Gadai terhadap Benda Milik Debitur 
oleh Perum Pegadaian apabila Debitur Wanprestasi (Studi Kasus Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru 
Kota)”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Hukum UIN Syarif Kasim Riau, Riau, 2013, hlm. 56. 
18
 Lalita Sri Maharsi Dewanggari, “Pelaksanaan Penahanan Benda Gadai terhadap Benda. 
Milik Debitur oleh Perum Pegadaian apabila Debitur Wanprestasi (Studi Kasus Perum Pegadaian 
Cabang Pekanbaru Kota)”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Keuangan dan Perbankan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, 2011, hlm. 63. 
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memberikan kesimpulan bahwa penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian 
gadai seharusnya menurut ketentuan Pasal 1238 dan Pasal 1243 Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata seharusnya dilakukan dengan adanya 
peringatan atau somasi kepada debitur untuk memenuhi prestasi atau melunasi 
hutangnya karena tenggang waktu pelaksanaan prestasi sudah ditentukan 
dalam Surat Bukti Kredit (SBK), serta berhak melelang barang-barang 
jaminan atau barang gadai yang sudah jatuh tempo tidak ditebus dan lelang 
dilakukan tanpa campur tangan hakim (eksekusi langsung). Selain itu dalam 
undang-undang yang telah mengatur hal tersebut sudahlah baik, tercermin 
pada Pasal 1155 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur 
mengenai hak eksekusinya, dan Pasal 1156 Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata mengatur mengenai cara eksekusi.19 
 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
 Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang 
bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan 
sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial tentunya bersifat apa 
                                                          
19
 Oni Kurniawan, “Ketentuan Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai (Ditinjau 
dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, 2012, hlm. 76. 
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adanya, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.20 Dalam hal ini 
penulis memperoleh data-data dengan wawancara secara langsung dan 
dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
2. Subjek dan Objek Penelitian 
Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah pihak PT Pegadaian 
(Persero) Syariah Unit Pasar Purwodadi, sedangkan objek penelitiannya 
adalah pelaksanaan penanganan wanprestasi akad ar-Rahn untuk usaha 
mikro (ARRUM) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) ditinjau 
dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang 
Rahn Tasjily. 
3. Sumber Data Penelitian 
Dalam penelitian ini data yang diperlukan terdiri dari : 
a) Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian 
melalui wawancara dengan pihak PT Pegadaian (Persero) Syariah 
Unit Pasar Purwodadi. 
b) Data sekunder, data yang berfungsi sebagai pendukung dari masalah 
dalam penelitian ini. Data ini umumnya identik dengan data untuk 
membangun landasan teori. Sumber data dalam penelitian ini 
meliputi data tertulis, berupa buku, arsip, dan dokumen resmi.21 
4. Teknik Pengumpulan Data 
                                                          
 
20
 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 
2004), hlm. 46. 
21
 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999), hlm. 91. 
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Untuk memperoleh data yang diperlukan, dipergunakan tekhnik 
pengumpulan data antara lain : 
a) Wawancara 
Yaitu melakukan wawancara langsung dengan narasumber atau 
responden yaitu pegawai yang ada di PT Pegadaian (Persero) Syariah 
Unit Pasar Purwodadi, guna melengkapi data yang diperlukan tentang 
pelaksanaan penanganan wanprestasi akad ar-Rahn untuk usaha mikro 
(Arrum) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) ditinjau dari dari 
Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang 
Rahn Tasjily. Adapun yang menjadi responden wawancara penggalian 
data dalam skripsi ini adalah : 
1) Edwin Tesna W (Sebagai Pengelola Unit/ Penaksir PT Pegadaian 
(Persero) Syariah Unit Pasar Purwodadi). 
2) Suluh Midarti (Sebagai Kasir PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit 
Pasar Purwodadi). 
b) Dokumentasi 
Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa 
catatan transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan 
sebagainya.22  
 
                                                          
22
 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Yogyakarta: Rineka 
Cipta, 2002), hlm. 206. 
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5. Teknik Analisis Data 
Dalam mengolah dan menganalisis data yang telah terkumpul 
penulis menggunakan beberapa metode penulisan yaitu: 
a) Induktif, yakni diawali dari hal-hal yang rinci dan bersifat individual di 
lapangan, kemudian menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.23 
b) Deduktif, yakni suatu pola pemikiran yang dimulai dengan mengambil 
kaidah-kaidah yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang 
bersifat khusus.24 
 
G. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah pembaca dalam memahami skripsi ini, dalam 
pembahasannya penulis membagi menjadi beberapa bab yang masing-masing 
bab terdiri dari: 
Bab pertama, yaitu berisi pendahuluan, yang berisi tentang : latar 
belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan 
sistematika penulisan. 
Bab kedua, pada bab ini membahas tentang landasan teori yang akan 
menjelaskan teori yang digunakan untuk menjadi dasar penelitian antara lain 
Teori Fatwa DSN-MUI No. 68 Tahun 2008 tentang Rahn Tasjily , teori rahn, 
teori jaminan dan teori wanprestasi.  
                                                          
23
 Erwati Aziz, Metodologi Penelitian Hadis, (Surakarta: Efude Press, 2014), hlm. 70. 
24
 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1987), hlm. 
36-37. 
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Bab ketiga, penulis menerangkan mengenai gambaran umum tentang 
PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pasar Purwodadi, yang meliputi latar 
belakang pendirian PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pasar Purwodadi, 
visi dan misi PT Pegadaian (Persero) Syariah, budaya perusahaan, struktur 
organisasi, produk PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pasar Purwodadi, 
pelaksanaan akad ar-Rahn untuk usaha mikro (ARRUM) Bukti Pemilik 
Kendaraan Bermotor (BPKB), cara menghitung uang pinjaman, penyelesaian 
akad ar-Rahn untuk usaha mikro (ARRUM) Bukti Pemilik Kendaraan 
Bermotor (BPKB) pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pasar 
Purwodadi. 
Bab keempat, penulis menganalisis mengenai tinjauan Fatwa Dewan 
Syariah Nasional No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily terhadap 
penyelesaian wanprestasi akad ar-Rahn untuk usaha mikro (ARRUM) Bukti 
Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada PT Pegadaian (Persero) Syariah 
unit Pasar Purwodadi. 
Bab kelima, dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran 
yang dibuat berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Fatwa DSN-MUI No. 68 Tahun 2008 tentang Rahn Tasjily 
1. Latar Belakang Fatwa MUI tentang Rahn Tasjily 
Salah satu bentuk jasa pelayanan Lembaga Keuangan Syariah 
(LKS) yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman atau 
transaksi lain yang menimbulkan utang piutang dengan memberikan 
jaminan barang dengan ketentuan barang tersebut masih dikuasai dan 
digunakan oleh pihak berutang. 
Pihak berpiutang berhak dengan mudah untuk melakukan eksekusi 
atas barang agunan yang masih dikuasai oleh peminjam jika terjadi 
wanprestasi. Agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip 
syariah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Rahn 
Tasjily untuk dijadikan pedoman.1  
2. Ketentuan Umum 
Rahn Tasjily disebut juga dengan Rahn Ta’mi >ni, Rahn Rasmi>, atau 
Rahn Hukmi, adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan 
kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (murtahi>n) 
hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut 
                                                          
1
 Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008, hlm. 1. 
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(marhu>n) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi 
jaminan (ra>hin).2 
3. Ketentuan Khusus 
Rahn Tasjily boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Ra>hin menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang 
yang dijadikan jaminan (marhu>n) kepada murtahi>n; 
b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau 
sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke 
Murtahi>n; 
c. Ra>hin memberikan wewenang (kuasa) kepada murtahi>n untuk 
melakukan penjualan marhu>n, baik melalui lelang atau dijual ke 
pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau 
tidak dapat melunasi utangnya; 
d. Pemanfaatan barang marhu>n oleh ra>hin harus dalam batas kewajaran 
sesuai kesepakatan; 
e. Murtahi>n dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan 
barang marhu>n (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang 
ditanggung oleh ra>hin, berdasarkan akad al-Ija>rah; 
f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh 
dikaitkan dengan jumlah utang ra>hin kepada murtahi>n; 
                                                          
2
 Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008, hlm. 3. 
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g. Selain biaya pemeliharaan, murtahi>n dapat pula mengenakan biaya 
lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil; 
h. Biaya asuransi Rahn Tasjily ditanggung oleh Ra>hin.3 
4. Ketentuan-ketentuan umum fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang 
Rahn yang terkait dengan pelaksanaan akad Rahn Tasjily tetap berlaku.4 
5. Ketentuan Penutup 
1. Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan 
tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) 
atau melalui Pengadilan Agama. 
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di 
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya.5 
 
B. Rahn (Gadai) 
1. Pengertian Rahn (Gadai) 
Al-Bahuti dan Ibnu Qudamah seperti yang dikutip Imam Mustofa 
mendefinisikan rahn secara etimologi sebagai berikut : 
                                                          
3
 Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008, hlm. 3. 
4
 Ibid. 
5
 Ibid., hlm. 3-4. 
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“Rahn secara bahasa berarti tetap dan abadi; dikatakan ma>un ra>hinun, 
artinya air yang menggenang; na’matun ra>hinatun artinya yang abadi. 
Dikatan juga bahwa rahn berarti penahanan, berdasarkan firman Allah 
adalah „Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah 
diperbuatnya‟, maksudnya tertahan. Rahn lebih condong dengan arti 
yang pertama, karena tertahan berarti tetap tidak berpindah sedikitpun”. 
Sementara Ibnu Qudamah mendefinisikan rahn sebagai berikut : 
“Barang yang dijadikan jaminan  untuk utang, agar pemberi utang dapat 
menjual barang tersebut apabila pihak pengutang tidak mampu 
membayar utangnya”. 
Kalangan ulama Syafi‟yah yang mendefinisikan rahn senada dengan 
definisi di atas : 
“Menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, agar pemberi 
utang dapat menjualnya sewaktu-waktu bila pihak pengutang tidak dapat 
membayar utangnya”. 
Pasal 20 ayat 14 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 
mendefinisikan, “Rahn atau gadai adalah penguasaan barang milik 
peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan”. 
25 
 
Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas, maka dapat 
dipahami bahwa rahn atau gadai adalah jaminan yang diserahkan oleh 
pihak pengutang kepada yang memberi utang. Pemberi utang mempunyai 
kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak 
pengutang tidak mampu membayar utangnya saat jatuh tempo. Apabila 
uang hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi jumlah utang, 
maka sisanya harus dikembalikan kepada pengutang, namun bila kurang 
dari jumlah utang, pihak pengutang harus menambahinya agar utang 
tersebut terbayar lunas.6 
2. Dasar Hukum Rahn (Gadai) 
Dasar hukum rahn sebagai kegiatan muamalah dapat merujuk pada 
dalil-dalil yang didasarkan pada Al-Qur‟an, sunah, ijma‟ dan fatwa DSN-
MUI. Hasil pelacakan penulis atas Mu‟jam al-Mufahras, sedikitnya 
terdapat tiga kata yang seakar dengan kata rahn dalam Al-Qur‟an7: 
1) Rahi>n dalam Q.S al-Tur (52): 21 
                                
     
“Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang 
mengikuti mereka dalam keimanan, Kami pertemukan mereka dengan 
                                                          
6
 Imam Mustofa, Fiqih Mu‟amalah Kontemporer, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016), hlm. 
191-193. 
7
 Ade Sofyan Mulazid, Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional 
di Indonesia, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 31. 
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anak cucu mereka (di dalam surga), dan Kami tidak mengurangi sedikit 
pun pahala amal (kebajikan) mereka. Setiap orang terikat dengan apa 
yang dikerjakannya”.8 
2) Rahi>na dalam Q.S al-Muddatsir (74): 38 
       
“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya”.9
3) Fariha>n dalam Q.S al-Baqarah (2): 283 
                      
                       
       
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).”10 
Dengan demikian, ketiga term rahn tersebut, digunakan untuk 
menegaskan bahwa rahn merupakan konsekuensi dari sesuatu yang telah 
dijanjikan atau dilakukan.11 
Kemudian terdapat beberapa hadits, antara lain : 
                                                          
8
 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Tafsirnya jilid IX, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 
hlm. 504. 
9
 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Tafsirnya jilid X, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 
hlm. 430. 
10
 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Tafsirnya jilid I, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 
hlm. 431-437. 
11
 Ade Sofyan Mulazid, Kedudukan Sistem …, hlm. 31. 
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12
Dari Abi Hurairah dari Nabi Saw.. Ia bersabda: “Barang siapa 
menerima harta orang dengan maksud menunaikannya, niscaya Allah 
tunaikan buat dia; dan barang siapa mengambilnya dengan maksud 
merusaknya, niscaya Allah rusakkan dia”.13 
14
Dari Abi Hurairah, Ia berkata: Telah bersabda Rasulullah Saw: 
“Binatang tunggangan boleh ditunggang lantaran memberi nafqahnya 
apabila ia tergadai; dan susu boleh diminum lantaran memberi 
nafqahnya apabila adalah ia tergadai; dan wajib orang yang 
menunggang dan yang meminum memberi nafqah”. Diriwayatkan oleh 
Bukhari15 
Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal 
dimaksud, didasarkan pada kisah Nabi Muhammad Saw yang 
menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang 
Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh tersebut, ketika 
                                                          
12
 Muhammad bin Ismail Alamir Ash-Shar‟ani, Subulus Salam, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, 
1991), 807: 93. 
13
 Ibnu Hajar al-„Asqalani, Bulughul Maram, terj, A. Hassan (Bandung: CV Penerbit 
Diponegoro, 1999), hlm. 379. 
14
 Muhammad bin Ismail Alamir Ash-Shar‟ani, Subulus Salam ..., 805: 95. 
15
 Ibnu Hajar al-„Asqalani, Bulughul Maram ..., hlm. 379-380. 
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beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang 
kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi 
yang tidak mau memberatkan para sahabat. Mereka biasanya enggan 
mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi. Jumhur ulama 
berpendapat bahwa rahn tidak saja disyariatkan pada waktu tidak 
bepergian. Hadits-hadits di atas dijadikan argumentasi untuk pendapat 
tersebut. Suyuti menegaskan bahwa transaksi gadai tidak hanya dilakukan 
pada masa perjalanan, tetapi juga dapat dilakukan pada masa tidak 
bepergian.16 
Fatwa yang dijadikan rujukan dalam Gadai Syariah, yaitu : 
1) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang 
Rahn. 
2) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang 
Rahn Emas. 
3) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang 
Rahn Tasjily. 
Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN ini menjadi rujukan yang berlaku 
umum serta mengikat bagi lembaga keuangan syariah yang ada di 
Indonesia, demikian pula mengikat bagi masyarakat yang berinteraksi 
dengan Pegadaian Syariah.17 
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 Suyuti, yang dikutip dalam Ade Sofyan Mulazid, Kedudukan Sistem …, hlm. 34. 
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 Ibid., hlm. 36. 
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Dari uraian di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa legalitas gadai 
telah memiliki dasar pijakan yang kuat karena didukung oleh dalil-dalil 
yang didasarkan pada Al-Qur‟an, sunnah, ijma‟ ulama dan fatwa DSN-
MUI. Oleh sebab itu, pegadaian saat ini harus melampaui tradisi gadai 
yang dibangun pada masa Rasulullah Saw. Pengembangan gadai menjadi 
sebuah lembaga keuangan mendapatkan keuntungan (profit oriented) 
merupakan salah satu jawaban di samping misi sosialnya.18 
3. Rukun dan Syarat Rahn 
Pelaksanaan rahn dalam Islam memiliki ketentuan tersendiri 
diantaranya adalah akad yang digunakan terkait penyerahan suatu barang 
oleh ra>hin kepada murtahi>n sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang.19 
Kemudian menurut Jumhur Ulama rukun rahn ada empat20: 
1. Marhu>n (barang yang digadaikan) 
2. Marhu>n Bi>h (hutang/ tanggungan) 
3. A|qidain/ Rahi>n wal Murta>hi>n (orang yang bertransaksi) 
4. S{igat Ija>b Qabu>l (ucapan serah terima) 
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 Ade Sofyan Mulazid, Kedudukan Sistem …, hlm. 36-37. 
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 Khoirul Hidayah, “Kajian Hukum Islam terhadap Hak Merek sebagai Obyek dalam 
Perjanjian Rahn”, de Jure, (Malang) Vol. 6 Nomor 1, 2014, hlm. 3. 
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Menurut Imam Abu Hanifah seperti yang dikutip Yazid Afandi, 
sesuai dengan pandangannya tentang rukun akad, rukun rahn hanya ijab 
dan qabu>l.21 
Menurut Hanafiyah, rukun rahn hanya terdiri dari ijab dan qabu>l, 
rukun selebihnya merupakan turunan dari adanya ijab dan qabu>l.22 
Sedangkan syarat-syarat terkait dengan rukun-rukun di atas, 
diantaranya: 
a. Syarat yang terkait dengan marhu>n (barang yang digadaikan); 
 Barang yang digadaikan adalah barang yang dapat diperjual 
belikan (memiliki nilai ekonomis) dalam pandangan syara‟. 
 Nilainya seimbang dengan utang. 
 Jelas dan tertentu. 
 Milik sah debitor. 
 Tidak terkait dengan hak orang lain. 
 Merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di beberapa 
tempat. 
 Bisa diserahkan baik materinya maupun manfaatnya. 
b. Syarat yang terkait dengan marhu>n bi>h (tanggungan/ hutang): 
 Hak yang wajib dikembalikan kepada kreditor. 
 Utang bisa dilunasi dengan agunan tersebut. 
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 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), 
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 Utang jelas dan tertentu. 
c. Syarat yang terkait dengan pelaku transaksi (a|qidain); Syarat bagi 
pihak-pihak yang melakukan transaksi adalah mereka yang 
memenuhi kriteria ahliyah at-tabarru‟; yakni akil, balig, cakap 
bertindak dalam mengelola hartanya (al-rusyd) dan dalam kondisi 
tidak ada paksaan dan tekanan. Maka, bagi anak kecil dan orang 
gila yang tidak mampu mengelola hartanya tidak sah melakukan 
rahn. Namun, menurut Imam Abu Hanifah, kedua belah pihak yang 
berakad tidak disyaratkan balig, namun cukup berakal; oleh karena 
itu anak kecil yang telah mumayiz dibolehkan melakukan akad 
rahn, dengan syarat mendapatkan izin walinya. 
d. Syarat yang terkait dengan s}igat ija>b qabu>l; Ucapan serah terima 
disyaratkan: harus ada kesinambungan antara ucapan penyerahan 
(ija>b) dan ucapan penerimaan. Apa yang diucapkan oleh kedua 
belah pihak tidak boleh ada jeda dari transaksi lain. Di samping itu, 
lafal qabu>l harus cocok dengan ijabnya; contoh ra>hin (pihak yang 
menggadaikan) berkata; saya gadaikan barang x, Murtahi>n 
menjawab: saya terima gadai anda berupa barang x.23 
4. Pemanfaatan Barang Gadai 
Tidak boleh menyia-nyiakan manfaat suatu barang, meskipun 
barang gadaian. Setiap barang yang bermanfaat harus dimanfaatkan. 
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Berkaitan barang gadaian, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan 
ulama mengenai siapa yang berhak memanfaatkan barang gadaian yang 
dijadikan jaminan atas utang, apakah pihak yang menggadaikan (ra>hin) 
atau penerima gadai (murtahi>n). 
Terkait pemanfaatan barang gadai oleh orang yang menggadaikan, 
ada dua pendapat dari kalangan ulama. Mayoritas ulama, selain 
Syafi‟iyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh 
memanfaatkan barang gadaian. Sementara kalangan Syafi‟iyah 
memperbolehkan pihak yang menggadaikan memanfaatkan barang 
gadaian selama tidak menimbulkan perselisihan dengan pihak penerima 
gadai. 
Masalah yang kedua adalah mengenai pemanfaatan barang gadai 
oleh penerima gadai. Jumhur ulama, kecuali kalangan Hanbaliyah tidak 
memperbolehkan penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai.24 
Kalangan Hanafiyah seperti yang dikutip Imam Mustofa, 
berpendapat bahwa penerima gadai tidak diperbolehkan memanfaatkan 
barang gadai apa pun bentuknya, kecuali mendapatkan izin dari pemilik 
barang. Apabila pihak penerima gadai memanfaatkannya, maka 
hukumnya sama dengan gasab. Menurut sebagian Hanafiyah apabila 
pemilik barang atau pihak yang menggadaikan mengizinkan, maka 
penerima gadai boleh memanfaatkannya secara mutlak. Sebagian mereka 
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juga mengharamkan pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai 
apabila disyaratkan dalam akad.25 
Menurut pengikut Imam Syafi‟i seperti yang dikutip Imam Mustofa, 
secara garis besar sama dengan pendapat kalangan Malikiyah. Penerima 
gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadaian. Pendapat ini 
berdasarkan hadis Nabi Saw : 
“Barang gadai tidak dapat hangus. Gadai adalah milik debitur (yang 
berutang), miliknyalah keuntungan dan tanggung jawabnya pula 
kerugiannya”. 
Apabila pihak penerima gadai mensyaratkan sesuatu yang 
merugikan pihak yang menggadaikan atau menguntungkan pihak yang 
menggadai, maka syarat tersebut batal demi hukum.26 
5. Penjualan Barang Gadai setelah Jatuh Tempo 
Karena merupakan jaminan atas utang yang jika jatuh tempo 
penggadai tidak bisa melunasi utangnya tetapi bisa diambilkan dari 
barang gadaian tersebut, pelunasan melalui penjualan barang gadai 
haruslah sesuai dengan besarnya tanggungan yang harus dipikul oleh 
penggadai (ra>hin). Artinya, jika setelah barang tersebut terjual ternyata 
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harganya melebihi tanggungan penggadai maka selebihnya adalah 
menjadi hak penggadai.27 
6. Rusak dan Berakhirnya Barang Gadai 
Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para 
ulama. Menurut sebagian ulama, barang gadai adalah amanah dari orang 
yang menggadaikan. Pemegang gadai sebagai pemegang amanah tidak 
bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan tanggungan, entah 
karena tidak sengaja merusaknya, entah karena lalai. 
Pendapat lain mengatakan bahwa kerusakan yang terjadi dalam 
barang gadai ditanggung oleh penerima gadai (murtahi>n), karena barang 
gadai adalah jaminan atas utang, sehingga jika barang rusak maka 
kewajiban melunasi utang juga hilang. Akad gadai berakhir dengan 
hal-hal berikut ini. 
a) Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya (ra>hin). 
b) Ra>hin telah membayar utangnya. 
c) Pembebasan utang dengan cara apapun. 
d) Pembatalan oleh murtahi>n, meskipun tidak ada persetujuan dari 
pihak ra>hin. 
e) Rusaknya barang gadai bukan karena tindakan murtahi>n. 
f) Dijual dengan perintah hakim atas permintaan ra>hin. 
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g) Memanfaatkan barang gadai dengan cara menyewa, hibah, atau 
hadiah, baik dari pihak ra>hin maupun murtahi>n.28 
7. Perbedaan antara Ra>hin dan Murtahi>n 
Pembahasan ini berkaitan erat dengan kekuasaan hakim dalam 
memutuskannya, apakah yang dibenarkan ra>hin ataukah murtahi>n? 
1. Perbedaan dalam Jumlah Utang 
Apabila terjadi pertentangan antara ra>hin dan murtahi>n tentang 
jumlah utang, menurut jumhur ulama, pendapat yang diterima adalah 
ucapan ra>hin dengan sumpahnya, sebab ra>hin sebagai tergugat. 
Dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim 
dari Ibn Abbas dinyatakan bahwa tergugat dianggap benar dengan 
sumpahnya. 
2. Perbedaan Penyebab Kerusakan pada Borg 
Jika murtahi>n dan ra>hin berbeda pendapat tentang penyebab 
kerusakan borg, pendapat yang diterima adalah ucapan murtahi>n 
sebab ia yang telah menjaganya. 
3. Perbedaan dalam Pemegangan (Penyerahan) Borg 
Jika murtahi>n dan ra>hin berbeda pendapat tentang pemegangan 
borg, pendapat yang diterima adalah ucapan ra>hin dengan 
sumpahnya sebab ia merupakan penentu kelaziman rahn. 
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4. Perbedaan tentang Waktu Borg Rusak 
Jika keduanya berbeda pendapat tentang waktu kerusakan yang 
terjadi pada borg ucapan yang diterima adalah murtahi>n. 
5. Perbedaan Jenis Borg 
Menurut ulama Hanafiyah, jika murtahi>n dan ra>hin berbeda 
pendapat tentang jenis borg, ucapan yang diterima adalah ucapan 
murtahi>n.29 
 
C. Jaminan 
Dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia, bidang hukum yang 
meminta perhatian yang serius dalam pembinaan hukumnya di antaranya ialah 
lembaga jaminan. Karena perkembangan ekonomi dan perdagangan akan 
diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas 
kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit tersebut.30 
1. Konsep Dasar Jaminan (D{aman) 
Jaminan merupakan perjanjian yang bersifat accesoir yaitu 
perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian 
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pokok.31 Perjanjian pokok dari jaminan adalah perjanjian pemberian 
kredit atau pembiayaan. Jaminan terbagi menjadi dua jenis, yaitu32 : 
a. Jaminan Materiil (Kebendaan) 
Jaminan materiil adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas 
suatu benda yang mempunyai ciri-ciri hubungan langsung atas benda 
tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti 
bendanya (droit de suit) dan dapat diperalihkan. 
b. Jaminan Immateriil (Perorangan) 
Jaminan immateriil adalah jaminan yang menimbulkan 
hubungan langsung pada perseorangan tertentu, dapat dipertahankan 
terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya. 
Yang termasuk jaminan perorangan adalah borg (penanggung 
adalah orang lain yang dapat ditagih), tanggung-menanggung dan 
perjanjian garansi. Pengikatan jaminan/ agunan merupakan perjanjian 
accessoir (perjanjian buntut atau perjanjian turutan), sedangkan 
perjanjian pokoknya dalam konteks Perbankan berupa pemberian 
kredit atau pembiayaan. Oleh karena itu, berdasarkan doktrin hukum 
maka perjanjian accessoir dibuat berdasarkan suatu perjanjian pokok. 
Bila perjanjian pokok hapus maka perjanjian accessoir juga harus 
dihapuskan. Dengan itu, perjanjian kredit atau pembiayaan adalah 
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perjanjian pokok dan perjanjian pengikatan jaminan/ agunan adalah 
perjanjian accessoir. Dengan demikian untuk pengamanan pemberian 
kredit atau pembiayaan seharusnya setelah perjanjian ditandatangani 
segera dilakukan perjanjian pengikatan jaminan kredit atau 
pembiayaan.33 
Jaminan dalam hukum Islam dikenal dengan ad}-d}aman. 
A{d-D{aman menurut bahasa berarti „jaminan‟ (al-kafa>lah), „beban‟ 
(al-hawa>lah), atau „tanggungan‟ (za’a>mah), sedangkan menurut istilah 
adalah menggabungkan dua beban (tanggungan) untuk membayar 
piutang, menggadaikan barang atau menghadirkan orang pada tempat 
yang telah ditentukan.34 
Firdaus mengemukakan bahwa para ulama menjelaskan tentang 
d}aman sebagai berikut. 
a. Menurut mazhab Hanafi bahwa d}aman adalah menggabungkan 
jaminan kepada jaminan yang lain dalam hal penagihan dengan 
jiwa, utang atau benda lain. 
b. Pendapat mazhab Maliki, d}aman adalah jaminan seorang mukalaf 
yang bukan safih} (tidak bisa membelanjakan harta boros) atas 
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utang, atau untuk mengawasi orang yang dijamin, baik dengan 
menghadirkannya maupun tidak. 
c. Menurut mazhab Hambali, yang dimaksud jaminan (d}aman) adalah 
menggabungkan antara tanggung jawab penjamin dan orang yang 
dijamin dalam menanggung kewajiban. 
d. Ulama mazhab Syafi‟i berpendapat bahwa d}aman adalah 
membebankan diri dengan menanggung utang orang lain, atau 
menghadirkan benda yang dibebankan atau menghadirkan badan 
oleh orang yang berhak menghadirkannya.35 
2. Landasan Hukum D{aman 
D{aman diperbolehkan dalam Al-Qur‟an dan hadits. Hal ini terdapat 
dalam Surat Yusuf ayat 72. 
              
“Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja, dan siapa 
yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan 
(seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”. (QS. Yusuf [12]: 
72)36 
Ada beberapa hadits yang berkenaan dengan jaminan ini, antara lain 
dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah: “Nabi Muhammad Saw 
pernah menjamin sepuluh dinar dari seseorang laki-laki yang oleh 
penagih ditetapkan untuk menagih sampai sebulan, maka utang sejumlah 
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itu dibayarkan kepada penagih”. Selain itu, hadits yang diriwayatkan 
oleh Abu Daud, Rasulullah Saw bersabda: “Pinjaman hendaklah 
dikembalikan dan yang menjamin hendaklah membayar”.37 
3. Rukun dan Syarat D{aman 
Pelaksanaan jaminan (d}aman) menurut Firdaus harus memenuhi 
rukun dan syarat sebagai berikut. 
1) D{amin (penjamin). Syarat orang yang menjamin adalah sudah balig 
dan berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya dan dilakukan 
dengan kehendaknya sendiri. 
2) Mad}mu>n lahu (orang yang berpiutang). Syarat orang yang berpiutang 
adalah diketahui oleh penjamin. Hal ini untuk menghindari 
kekecewaan di kemudian hari bagi penjamin, karena watak manusia 
tidak semuanya sama, ada yang keras dan ada yang lunak. 
3) Orang yang berutang (mad}mu>n „anhu). 
4) Objek jaminan (mad}mu>n bih), baik berupa barang maupun orang 
dengan syarat dapat diketahui dan keadaannya tetap. 
5) Lafadz. Syaratnya tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak 
berarti sementara. 
Menurut Al-Jazairi diantara hukum-hukum d}aman adalah sebagai berikut. 
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1) Dalam d}aman disyaratkan adanya kerelaan d}amin (penanggung), 
sedang pada orang yang ditanggung, kerelaan tidak diperlukan. 
2) Utang mad}mu>n (orang yang ditanggung) tidak lunas kecuali setelah 
penanggung (d}amin) melunasi utangnya. Jika utang mad}mu>n (orang 
yang ditanggung) telah terlunasi, tugas d}amin (penanggung) selesai. 
3) Dalam d}amin, pengenalan terhadap orang yang ditanggung 
(mad}mu>n) itu tidak diperlukan, karena seseorang diperbolehkan 
menanggung orang yang tidak dikenalnya, karena d}aman adalah 
sumbangan dan amal baik seseorang kepada orang lain. 
4) D{aman tidak terjadi kecuali pada utang yang pasti, atau sesuatu yang 
mengarah kepada kepastian, misalnya ja‟alah. 
5) Tidak dilarang bila d}amin (penanggung) terdiri dari banyak orang 
dan juga tidak dilarang bila d}amin ditanggung orang lain.38 
4. Macam-Macam D{aman 
Pada umumnya, d}aman terbagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai 
berikut. 
a. D{aman dengan jiwa, yaitu adanya keharusan bagi penjamin untuk 
menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan 
tanggungan itu. Jika ia tidak dapat menghadirkannya, menurut mazhab 
Maliki, penjamin wajib membayar utang orang yang ditanggungnya. 
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Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu 
Daud bahwa: “Pinjaman adalah berkewajiban untuk membayar”. 
Sementara menurut mazhab Hanafi, pinjaman harus ditahan sampai ia 
dapat menghadirkan orang yang dijaminkan. Tetapi, apabila orang 
yang dijaminkan itu meninggal dunia, penjamin tidak wajib membayar 
dengan hartanya, kecuali memang sejak awal sudah dinyatakan akan 
membayarnya. Namun, menurut mazhab Syafi‟i, penjamin tidak 
berkewajiban membayar dengan hartanya, karena ia tidak menjamin 
harta, tetapi menjamin orang dan penjamin bebas dari tanggung jawab. 
b. D{aman dengan harta, yaitu kewajiban yang harus dipenuhi oleh 
penjamin dengan pemenuhan berupa harta.39 
5. Waktu Pelaksanaan D{aman 
Dalam pelaksanaan, d}aman dapat dilaksanakan dalam tiga bentuk, 
yaitu sebagai berikut. 
a. Munjaz, yaitu jaminan yang ditunaikan ketika peristiwa itu terjadi. 
Misalnya, seseorang berkata, “Saya jamin si A sekarang”. Dengan 
adanya kata “sekarang”, berarti ketika itu juga ia harus menunaikan 
apa yang telah ia ikrarkan. Oleh karena itu, ucapan yang dikeluarkan 
oleh penjamin menunjukkan waktu atau cara bagaimana ia memenuhi 
jaminan itu. Apabila akad penjaminan itu terjadi maka penanggungan 
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itu mengikuti akad utang, entah dibayar seketika itu, dicicil, entah 
ditangguhkan dalam waktu tertentu. 
b. Mu'allaq, yaitu menjamin sesuatu yang dikaitkan dengan sesuatu. 
Misalnya, seseorang berutang kepada si A. Saya mengatakan kepada 
seseorang, “Kalau kamu ditagih utang oleh si A, saya yang akan 
membayarnya”. Dalam hal ini, antara penjamin dan yang dijamin itu 
sudah saling tahu. 
c. Mu‟aqad, yaitu jaminan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada 
waktu tertentu, seperti ucapan seseorang yang mengatakan, “Bila kamu 
ditagih utang pada bulan Desember, maka aku yang akan menjamin 
pembayaran utangmu”. Menurut mazhab Hanafi, penjaminan semacam 
itu adalah sah, tetapi menurut mazhab Syafi‟i, itu hanya sah pada 
orang yang menjamin atau orang yang berutang. Namun yang perlu 
diingat, jaminan itu hanya menyangkut harta dengan sesama manusia 
saja, tidak dengan Allah, seperti menjamin hukuman potong tangan 
bagi pencuri atau qis}as} bagi pembunuh. Hukuman tersebut harus 
langsung dijalani oleh pelakunya dan tidak boleh dialihkan kepada 
orang lain.40 
6. Status Jaminan 
Bagaimana hukum jaminan yang telah dilunasi oleh si penjamin, 
apakah penjamin dapat mengambil haknya kembali atau harta yang telah 
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 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik …, hlm. 197-198. 
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dijaminkan itu hilang? Para ulama bersepakat bahwa penjamin apabila 
telah memenuhi kewajibannya boleh meminta kembali harta jaminannya 
itu kepada mad}mu>m ‘anhu apabila pembayaran jaminan itu atas izinnya. 
Namun, mereka berbeda pendapat apabila tanpa seizin mad}mu>m ‘anhu.41 
 
D. Wanprestasi 
Apabila pihak berutang (debitur) tidak melakukan apa yang 
dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Ia alpa atau 
“‟lalai” atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan 
atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi 
berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk (Bandingkan: 
wanbeheer yang berarti pengurusan buruk, wandaad perbuatan buruk).42 
Wanprestasi dapat berupa : 
1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi; 
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna; 
3. Terlambat memenuhi prestasi; 
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.43 
                                                          
41
 Ibid. 
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 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT Intermasa, 1985), hlm. 45. 
43
 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, 2013), hlm. 74. 
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Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak 
yang wanprestasi) dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah 
pedagang maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan. 
Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, pihak 
wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat 
berupa tuntutan : 
 Pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi); 
 Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi).44 
Dengan demikian, ada dua kemungkinan pokok yang dapat dituntut 
oleh pihak yang dirugikan, yaitu pembatalan atau pemenuhan kontrak. Namun 
jika dua kemungkinan pokok tersebut diuraikan lebih lanjut, maka 
kemungkinan tersebut dapat dibagi menjadi empat, yaitu: 
1. Pembatalan kontrak saja; 
2. Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti kerugian; 
3. Pemenuhan kontrak saja; 
4. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti kerugian.45 
Pembagian atas empat kemungkinan tuntutan tersebut di atas sekaligus 
merupakan pernyataan ketidaksetujuan penulis atas pendapat yang membagi 
atas lima kemungkinan, yaitu pendapat yang masih menambahkan satu 
kemungkinan lagi, yaitu “penuntutan ganti kerugian saja”, karena tidak 
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 Ibid., hlm. 74-75. 
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 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2012), hlm. 96. 
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mungkin seseorang menuntut ganti kerugian saja yang lepas dari 
kemungkinan dipenuhinya kontrak atau batalnya kontrak, karena dibatalkan 
atau dipenuhinya kontrak merupakan dua kemungkinan yang harus dihadapi 
para pihak, dan tidak ada pilihan lain, sehingga tidak mungkin ada tuntutan 
ganti kerugian yang berdiri sendiri sebagai akibat dari suatu wanprestasi.46  
Tuntutan apa yang harus ditanggung oleh pihak yang wanprestasi 
tersebut tergantung pada jenis tuntutan yang dipilih oleh pihak yang 
dirugikan. Bahkan apabila tuntutan itu dilakukan dalam bentuk gugatan di 
Pengadilan, maka pihak yang wanprestasi tersebut juga dibebani biaya 
perkara.47 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM TENTANG PT PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH 
UNIT PASAR PURWODADI 
 
A. Latar Belakang Pendirian PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pasar 
Purwodadi 
Lahirnya Pegadaian Syariah sebenarnya berawal dari hadirnya fatwa 
MUI tanggal 16 Desember 2003 mengenai bunga bank. Fatwa ini 
memperkuat terbitnya PP No. 10/1990 yang menerangkan bahwa misi yang 
diemban oleh pegadaian adalah untuk mencegah praktik riba, dan misi ini 
tidak berubah hingga diterbitkannya PP No. 103/2000 yang dijadikan 
landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian. Berkat rahmat Allah SWT dan 
setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian 
unit layanan gadai syariah sebagai langkah awal pembentukkan divisi khusus 
yang menangani kegiatan usaha syariah. 
Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi 
modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan 
dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan 
oleh kantor-kantor cabang Pegadaian Syariah atau Unit Layanan Gadai 
Syariah (ULGS) sebagai satu unit bisnis mandiri yang secara struktural 
terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah 
pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah 
(ULGS) cabang dewi sartika di bulan Januari 2000. Menyusul kemudian 
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pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta 
di tahun yang sama hingga September 2003. Masih ditahun yang sama pula, 4 
kantor cabang pegadaian Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.1 
Kantor unit Pegadaian (Persero) Syariah Pasar Purwodadi berdiri pada 
tahun 2009. Pegadaian Syariah unit Pasar Purwodadi didirikan untuk : 
1. Perluasan bisnis; 
2. Untuk mengakomodir (menyerap) masukan masyarakat tentang 
kebutuhan pendanaan Syariah, karena di Kota Purwodadi ataupun di 
Kabupaten Grobogan hanya ada Pegadaian Konvensional. Kemudian 
mendapat masukan dari masyarakat untuk membantu masyarakat 
khususnya sesama muslim yang ingin melakukan transaksi-transaksi 
secara Syariah; 
3. Memberikan alternatif masyarakat untuk bertransaksi secara Syariah.2 
 
B. Visi dan Misi PT Pegadaian (Persero) Syariah 
Adapun visi dan misi Perum Pegadaian Syariah yaitu : 
 
 
 
                                                          
1
 Susanti, “Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus 
pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang)”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan 
Ekonomi Islam UIN Raden Fatah Palembang, Palembang, 2015, hlm. 59. 
2
 Edwin Tesna W, Pengelola Unit atau Penaksir PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pasar 
Purwodadi, Wawancara Pribadi, Jum’at, 16 Maret 2018 jam 09.51-10.31 WIB. 
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Visi 
Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu 
menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik 
untuk masyarakat menengah kebawah. 
Misi 
 Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu 
memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah 
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 
 Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang 
memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam 
mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi 
pilihan utama masyarakat. 
 Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam 
rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.3 
 
C. Budaya Perusahaan PT Pegadaian (Persero) Syariah 
Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Perseroan, maka telah 
ditetapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami, dihayati, 
dan dilaksanakan oleh seluruh insan Pegadaian yaitu jiwa INTAN yang terdiri 
dari : 
                                                          
3
 Buku Panduan PT. Pegadaian (Persero) Syariah, hlm. 4. 
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Budaya perusahaan PT Pegadaian (Persero) yaitu, inovatif, nilai moral 
tinggi, terampil, adil layanan, nuansa citra. 
Sepuluh perilaku utama insan Pegadaian, yaitu : 
1. Berinisiatif, kreatif, produktif, dan adaptif. 
2. Berorientasi pada solusi bisnis. 
3. Taat beribadah. 
4. Jujur dan berpikir positif. 
5. Kompeten di bidang tugasnya. 
6. Selalu mengembangkan diri. 
7. Peka dan cepat tanggap. 
8. Empatik, santun, dan ramah. 
9. Bangga sebagai insan Pegadaian. 
10. Bertanggung jawab atas aset dan reputasi Perusahaan.4 
 
D. Struktur Organisasi PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pasar 
Purwodadi 
Dalam kehidupan sehari-hari seseorang tidak akan terlepas dari 
lingkungannya. Kepribadian seseorang akan dibentuk pula oleh 
lingkungannya dan agar kepribadian tersebut mengarah kepada sikap dan 
perilaku yang positif tentunya harus didukung oleh suatu norma yang diakui 
                                                          
4
 PT Pegadaian (Persero), “Pegadaian (Mengatasi Masalah tanpa Masalah)” dikutip dari 
http://www.pegadaian.co.id/ diakses 17 Maret 2018. 
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tentang kebenarannya dan dipatuhi sebagai pedoman dalam bertindak. Pada 
dasarnya manusia atau seseorang yang berada dalam kehidupan organisasi 
berusaha untuk menentukan dan membentuk sesuatu yang dapat 
mengakomodasi kepentingan semua pihak, agar dalam menjalankan 
aktivitasnya tidak berbenturan dengan berbagai sikap dan perilaku dari 
masing-masing individu. Sesuatu yang dimaksud tidak lain adalah budaya 
dimana individu berada, seperti nilai, keyakinan, anggapan, harapan dan 
sebagainya.5 
Demikian juga halnya PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pasar 
Purwodadi, memiliki struktur organisasi agar perusahaan dapat terkoordinasi 
secara baik, baik di pusat, cabang, maupun unit. 
Struktur Organisasi PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pasar Purwodadi 
 
 
 
 
 
Sumber Data: PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pasar Purwodadi 
                                                          
5
 H. Teman Koesmono, “Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Motivasi dan Kepuasan Kerja 
serta Kinerja Karyawan pada Sub Sektor Industri Pengolahan Kayu Skala Menengah di Jawa Timur”, 
Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, (Surabaya) Vol. 7 Nomor 2, 2005, hlm. 167. 
Pimpinan Cabang 
Pengelola Unit / Penaksir 
Edwin Tesna W 
Kasir 
Suluh Midarti 
Security 
Hery Kiswanto N 
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E. Jenis Produk PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pasar Purwodadi 
Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pasar Purwodadi diantaranya : 
1. ARRUM Haji 
ARRUM Haji merupakan produk dari Pegadaian Syariah yang 
memungkinkan nasabah untuk bisa mendapatkan porsi haji dengan 
jaminan emas. 
2. Multi Pembayaran Online 
Multi Pembayaran Online (MPO) melayani pembayaran berbagai tagihan 
seperti listrik, telepon/ pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta 
api, dan lain sebagainya secara online. Layanan MPO merupakan solusi 
pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam 
bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank. 
3. Konsinyasi Emas 
Konsinyasi emas adalah layanan titip jual emas batangan di Pegadaian 
sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena 
disimpan di Pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan 
diberikan kepada Nasabah, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih 
produktif. 
4. Tabungan Emas 
Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan 
fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan 
kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. 
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5. Mulia 
Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara 
tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang 
fleksibel. Produk mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang 
aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan 
ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah 
idaman serta kendaraan pribadi. 
6. ARRUM BPKB 
Pembiayaan ARRUM (ar-Rahn untuk Usaha Mikro) pada Pegadaian 
Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal 
usaha dengan jaminan kendaraan. Kendaraan tetap pada pemiliknya 
sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari. 
7. Amanah 
Pembiayaan amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan 
berprinsip Syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, 
untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. 
8. Rahn 
Pembiayaan rahn (gadai syariah) dari Pegadaian Syariah adalah solusi 
tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya 
54 
 
dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan 
berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.6 
 
F. Penyelesaian Wanprestasi Akad ar-Rahn untuk Usaha Mikro (ARRUM) 
Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di PT Pegadaian (Persero) 
Syariah Unit Pasar Purwodadi 
Pembiayaan ARRUM (ar-Rahn untuk Usaha Mikro) pada Pegadaian 
Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha 
dengan jaminan kendaraan. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat 
digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.7 
Adapun nasabah di PT Pegadaian (Persero) Syariah unit Pasar 
Purwodadi, yang melakukan pembiayaan pada akad ar-Rahn untuk Usaha 
Mikro (ARRUM) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) terdapat 107 
nasabah. Dan terdapat 2 nasabah yang mengalami wanprestasi, hal yang 
menyebabkan 2 orang tersebut wanprestasi yakni karena usaha mereka 
mengalami kebangkrutan sehingga kesulitan untuk membayar angsuran yang 
ada, dan akhirnya mereka mengalami kredit macet.8 
 
 
                                                          
6
 PT Pegadaian (Persero), “Pegadaian Syariah (Mengatasi Masalah tanpa Masalah)” dikutip 
dari http://www.pegadaiansyariah.co.id/ diakses 18 Maret 2018. 
7
 Ibid. 
8
 Edwin Tesna W, Pengelola Unit atau Penaksir PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pasar 
Purwodadi, Wawancara Pribadi, Jum’at, 16 Maret 2018 jam 10.10-10.37 WIB. 
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a. Akad Pembiayaan ARRUM BPKB 
Akad Pembiayaan ARRUM 
Pasal 1 
Jumlah Pembiayaan, Tujuan, dan Jangka Waktu 
1) PIHAK PERTAMA memberikan fasilitas pembiayaan kepada 
PIHAK KEDUA sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan 
PIHAK KEDUA menyatakan setuju dan menerimanya. 
2) Dari sejumlah pembiayaan tersebut seluruhnya akan digunakan oleh 
PIHAK KEDUA untuk tujuan Usaha/ Modal Kerja. 
3) Pembiayaan diberikan untuk jangka waktu selama 18 (delapan belas) 
bulan terhitung mulai tanggal 05 November 2016 sampai dengan 
tanggal 05 Mei 2018 (jatuh tempo). 
Pasal 2 
Tarif Ujrah 
1) Besarnya ujrah ditetapkan sebesar Rp 1.260.000,00 (satu juta dua 
ratus enam puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu pembiayaan. 
2) Besarnya ujrah sebagaimana disebutkan pada ayat (1) pasal ini 
disetorkan oleh PIHAK KEDUA secara angsuran bersamaan dengan 
pembayaran angsuran pokok pembiayaan kepada PIHAK 
PERTAMA. 
3) PIHAK PERTAMA dibenarkan melakukan perubahan tarif ujrah 
tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA. 
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Perubahan tarif ujrah akan diberitahukan kepada PIHAK KEDUA 
dan baru akan berlaku pada saat membayar angsuran bulan 
berikutnya. 
4) Apabila sebelum jangka waktu pembiayaan berakhir, PIHAK 
KEDUA melakukan pembayaran pelunasan pembiayaan secara 
sekaligus (dipercepat), maka PIHAK PERTAMA akan 
mengembalikan titipan ujrah setelah dihitung berdasarkan tabel 
diskon ujrah yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA. 
Pasal 3 
Biaya-biaya 
PIHAK KEDUA selain wajib membayar tarif ujrah sebesar pada pasal 2 
ayat (1) juga diwajibkan membayar biaya-biaya sebagai berikut : 
a) Biaya administrasi sebesar Rp 186.900,00 (seratus delapan puluh 
enam ribu sembilan ratus rupiah). 
b) Takzir (denda) bila terjadi keterlambatan pembayaran cicilan atau 
angsuran sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (5). 
c) Segala biaya yang timbul sebagai akibat untuk memelihara dan 
melindungi marhu>n (barang jaminan), pajak, dan biaya lainnya. 
d) Pengganti biaya penarikan dan biaya pemeliharaan marhu>n (barang 
jaminan) di tempat penyimpanan sementara yang dikeluarkan oleh 
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PIHAK PERTAMA, apabila sampai terjadi proses penarikan marhu>n 
(barang jaminan) ke dalam penguasaan PIHAK PERTAMA. 
e) Biaya-biaya lain yang mungkin timbul, berkaitan dengan 
pemblokiran BPKB maupun membuka blokir, biaya notaris, biaya 
pendaftaran akta/ sertifikat fidusia, biaya penghapusan (roya) akta/ 
sertifikat fidusia, pelaksanaan eksekusi, serta penjualan marhu>n 
(barang jaminan) dalam rangka pelunasan pembiayaan. 
Pasal 4 
Jaminan Pelunasan Pembiayaan 
1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan jaminan berupa SATU UNIT 
SEPEDA MOTOR KONDISI STANDAR MEREK HONDA 
MODEL SEPEDA MOTOR NO BPKB: L017112960 ATAS 
NAMA: SK NO STNK: 2134994/JG NO RANGKA: 
MH1JB9133EK555932 NO MESIN JB91E-3536931 NO POLISI: 
K6722J TAHUN PEMBUATAN 2014 TAHUN PERAKITAN 2014 
ISI SILINDER 125 WARNA: HITAM. 
2) Taksiran Harga Pasar Setempat dari marhu>n (barang jaminan) 
sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebesar  
Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan PIHAK KEDUA dengan 
ini menyatakan persetujuannya. 
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3) Dengan penyerahan ini, PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa 
barang yang dijadikan obyek jaminan tersebut tidak sedang dalam 
status atau akan dijadikan jaminan pembiayaan kepada pihak lain, 
dan/ atau tidak sebagai obyek sengketa. 
4) Penyerahan jaminan dilakukan secara fidusia dengan menggunakan 
Akad Jaminan Fidusia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
akad ini. 
5) Untuk pelaksanaan pembebanan jaminan secara fidusia, PIHAK 
KEDUA dengan ini memberi kuasa khusus kepada PIHAK 
PERTAMA yang tidak dapat dicabut kembali. 
6) Apabila karena sesuatu hal dan PIHAK PERTAMA berpendapat 
bahwa nilai marhu>n (barang jaminan) menjadi turun atau marhu>n 
(barang jaminan) rusak, hilang/ musnah, maka PIHAK KEDUA 
berkewajiban membayar sejumlah uang untuk menutupi kekurangan 
nilai jaminan, atau menyerahkan barang miliknya yang lain sebagai 
jaminan tambahan, hingga nilainya dapat menutup hutang PIHAK 
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. 
Pasal 5 
Pemeliharaan Marhu>n 
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1) Marhu>n (barang jaminan) disimpan di tempat PIHAK KEDUA dalam 
kondisi aman, terpelihara dengan baik dan PIHAK KEDUA 
bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kehilangan. 
2) Marhu>n (barang jaminan) wajib dipelihara/ dijaga oleh PIHAK 
KEDUA dari segala risiko kerusakan dan/ atau kehilangan selama 
jangka waktu akad ini dan/ atau pembiayaan belum lunas, di mana 
PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemeriksaan tentang kondisi 
marhu>n (barang jaminan) dan tindakan tersebut bukanlah merupakan 
pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan ataupun 
perbuatan melawan hukum. 
3) Apabila kerusakan atau kehilangan marhu>n (barang jaminan) 
dikarenakan perbuatan melawan hukum dari PIHAK KEDUA, dan 
PIHAK KEDUA tidak melakukan penggantian/ membayar pelunasan 
pembiayaan maka mengingat kedudukan hukum dari marhu>n (barang 
jaminan) selama dijadikan jaminan pembiayaan adalah milik PIHAK 
PERTAMA, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang 
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, PIHAK PERTAMA 
akan mempidanakan PIHAK KEDUA. 
4) Bilamana terjadi kepailitan, PIHAK KEDUA wajib memberitahukan 
pada PIHAK PERTAMA dan harus memberitahukan kepada curator 
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atau pihak lain tentang status barang sebagai obyek jaminan 
pembiayaan pada PIHAK PERTAMA. 
Pasal 6 
Pembayaran 
1) PIHAK KEDUA mengaku telah berhutang pada PIHAK PERTAMA 
atas pokok pembiayaan sebagaimana ditetapkan pada pasal 1, untuk 
itu berkewajiban melakukan pembayaran pelunasan kepada PIHAK 
PERTAMA. 
2) Pembayaran pokok pembiayaan (hutang) dan ujrah dilakukan dengan 
cara angsuran yang besarnya ditetapkan sejumlah Rp 458.900,00 
(empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) setiap 
bulan. 
3) Pembayaran angsuran ditetapkan setiap bulan dan paling lambat 
tanggal 05 (lima) sampai dengan tanggal jatuh tempo atau sampai 
dengan pembiayaan (hutang) PIHAK KEDUA dinyatakan lunas. 
4) Apabila pembayaran jatuh pada hari Minggu atau hari libur, maka 
pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya. 
5) Bila angsuran dibayar melampaui tanggal yang telah ditetapkan pada 
pasal 6 ayat (3) akad ini, maka PIHAK KEDUA dikenakan takzir 
(denda) yang besarnya ditetapkan berdasarkan pasal 7 akad ini. 
6) Menyimpang dari ketentuan pembayaran secara angsuran, PIHAK 
KEDUA dapat melakukan pembayaran secara dipercepat dengan 
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jalan membayar angsuran yang besarnya melebihi angsuran bulanan 
atau bahkan melakukan pelunasan pinjaman sebelum jatuh tempo. 
Untuk pembayaran dipercepat ini tidak mengurangi besarnya 
kewajiban PIHAK KEDUA. 
7) Apabila PIHAK KEDUA telah melunasi pokok pembiayaan, PIHAK 
PERTAMA wajib menyerahkan kembali marhu>n (barang jaminan) 
dan segala dokumen yang diterima dari PIHAK KEDUA. 
Pasal 7 
Takzir (denda) Keterlambatan 
1) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban membayar 
angsuran sampai dengan melampaui tanggal yang telah ditetapkan, 
maka akan dikenakan takzir (denda) yang besarnya seperti pada ayat 
(2) sampai dengan ayat (4) pasal ini. 
2) Setiap keterlambatan pembayaran angsuran dari tanggal jatuh tempo 
angsuran dikenakan denda per hari sebesar 4% (empat persen) dibagi 
dengan 30 (tiga puluh) dari besarnya angsuran setiap bulan. 
3) Maksimum takzir (denda) setiap angsuran bulanan sebesar 4% 
(empat persen) dari angsuran. 
4) Takzir (denda) dibayar bersamaan dengan pembayaran angsuran dan 
ujrah. 
Pasal 8 
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Cidera Janji 
1) PIHAK KEDUA dinyatakan cidera janji atau terbukti lalai, yaitu 
apabila PIHAK KEDUA melakukan tindakan sebagai berikut: 
a) Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) selama 
3 (tiga) kali berturut-turut, atau 
b) Sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan 
pembayaran pelunasan. 
c) Tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya atau melanggar 
ketentuan di dalam akad ini, satu dan lain hal semata-mata 
menurut penetapan atau pertimbangan PIHAK PERTAMA. 
2) Bilamana PIHAK KEDUA melakukan cidera janji sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka PIHAK PERTAMA diberi 
kuasa oleh PIHAK KEDUA untuk mengambil alih marhu>n (barang 
jaminan) yang dijadikan jaminan atas pembiayaan ini yang di bawah 
kekuasaan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib 
menyerahkan marhu>n (barang jaminan) tersebut dalam keadaan 
terawat baik dengan tanpa syarat apapun kepada PIHAK PERTAMA 
dan kuasa untuk menjual marhu>n (barang jaminan) untuk pelunasan 
hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. 
Pasal 9 
Larangan dan Sanksi 
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1) PIHAK KEDUA dilarang dengan sengaja memalsukan, mengubah, 
menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan 
yang tidak benar atau menyesatkan yang mengakibatkan timbulnya 
kerugian pada PIHAK PERTAMA. 
2) Selama akad pembiayaan belum berakhir, maka PIHAK KEDUA 
dilarang mengalihkan (menjual/ menghibahkan), memindahkan 
haknya, menggadaikan/ menjadikan jaminan pinjaman atau 
pembiayaan, menyewakan atau meminjamkan marhu>n (barang 
jaminan) kepada pihak lain. 
3) Perbuatan terhadap ketentuan ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan 
perbuatan tindak pidana yang diatur dalam pasal 35 dan pasal 36 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 
4) Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, 
PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri akad pembiayaan, dan 
PIHAK KEDUA berkewajiban menyelesaikan seluruh hutangnya 
kepada PIHAK PERTAMA. 
Pasal 10 
Force Majeur 
Bila terjadi bencana alam (banjir, gempa bumi) dan atau kebakaran, huru-
hara, yang mengakibatkan marhu>n (barang jaminan) menjadi musnah/ 
rusak berat, maka menjadi kewajiban PIHAK KEDUA untuk 
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menyerahkan barang lain yang nilainya minimal atau sama dengan nilai 
marhu>n (barang jaminan) sebelumnya sebagai pengganti jaminan 
pembiayaan kepada PIHAK PERTAMA atau melakukan pelunasan 
sekaligus. 
Pasal 11 
Eksekusi 
1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk menyita, menarik di 
bawah kuasanya dan PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan 
secara sukarela tanpa syarat dan memberikan kuasa khusus kepada 
PIHAK PERTAMA untuk menjual marhu>n (barang jaminan) 
bilamana PIHAK KEDUA dinyatakan cidera janji, atau diperkirakan 
tidak akan mampu lagi untuk memenuhi ketentuan atau kewajiban 
dalam akad ini, karena terjadinya antara lain namun tidak terbatas 
karena PIHAK KEDUA meninggal dunia, dijatuhi hukuman pidana, 
dinyatakan pailit atau tidak mampu membayar. 
2) Dalam hal terjadi eksekusi, maka dengan ini PIHAK KEDUA 
memberikan kuasa khusus yang tidak dapat dicabut kembali kepada 
PIHAK PERTAMA dengan hak substitusi, untuk melakukan 
penjualan marhu>n (barang jaminan) di depan umum menurut tata 
cara dan dengan harga yang dianggap baik oleh PIHAK PERTAMA. 
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3) Hasil penjualan marhu>n (barang jaminan) digunakan untuk 
membayar seluruh sisa hutang sebagai kewajiban PIHAK KEDUA 
kepada PIHAK PERTAMA termasuk takzir (denda) dan biaya-biaya 
yang timbul akibat proses penarikan dan penjualan marhu>n (barang 
jaminan). Apabila hasil eksekusi tersebut masih terdapat sisa uang 
kelebihan, maka menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA untuk 
menyerahkan uang kelebihan tersebut kepada PIHAK KEDUA. 
4) Apabila hasil penjualan marhu>n (barang jaminan) tidak cukup untuk 
membayar seluruh hutang PIHAK KEDUA, maka PIHAK 
PERTAMA mempunyai hak untuk mengambil pelunasan atas sisa 
pembiayaan yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA yang 
harus dilunasi pada saat itu juga atau yang diperoleh dari hasil 
penjualan barang milik PIHAK KEDUA yang telah diserahkan 
kepada PIHAK PERTAMA. 
Pasal 12 
Masa Berlaku 
1) Akad ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak dan akan 
berakhir sampai terjadi pelunasan hutang. 
2) Apabila salah satu pihak hendak mengakhiri akad sebelum jangka 
waktu yang telah ditentukan, wajib memberitahukan terlebih dahulu 
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kepada pihak lainnya dan masing-masing pihak segera melaksanakan 
hak dan kewajibannya. 
3) Dalam hal marhu>n (barang jaminan) hilang atau musnah atau rusak 
berat maka jangka waktu pembiayaan berakhir pada saat terjadinya 
risiko dan sisa pembiayaan harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA. 
4) Bilama PIHAK KEDUA dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri 
maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak menyatakan 
pengakhiran akad ini pada saat itu juga dengan hak untuk menarik 
dan menjual/ melelang marhu>n (barang jaminan) dimaksud sebagai 
pelunasan hutang. 
5) Para pihak sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan pasal 1266 
dan pasal 1267 KUH Perdata dalam melaksanakan akad ini. 
Pasal 13 
Kuasa yang Tidak dapat Ditarik Kembali 
Semua kuasa yang dibuat dan diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada 
PIHAK PERTAMA dalam rangka pelaksanaan akad ini termasuk 
pengakhiran kuasa adalah merupakan satu kesatuan yang tidak 
terpisahkan dari akad ini, yang tidak dapat ditarik kembali karena sebab 
apapun dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1813 KUH Perdata. 
Pasal 14 
Penyerahan Piutang Kepada Pihak Lain 
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1) PIHAK KEDUA menyetujui untuk memberikan hak sepenuhnya 
kepada PIHAK PERTAMA untuk menyerahkan piutang (cessie) dan 
atau tagihan PIHAK PERTAMA terhadap PIHAK KEDUA berikut 
semua janji-janji accesoir-nya, termasuk hak-hak atas barang jaminan 
kepada pihak lain yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA sendiri 
setiap saat perlukan oleh PIHAK PERTAMA. 
2) Apabila PIHAK PERTAMA melakukan penyerahan piutang (cessie) 
kepada Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, 
maka PIHAK PERTAMA tidak wajib memberitahukan kepada 
PIHAK KEDUA, dan karenanya bilamana Pihak Lain menjalankan 
haknya sebagai pemberi pembiayaan dapat langsung melakukan 
sepenuhnya semata-mata berdasarkan akad yang dibuat antara 
PIHAK PERTAMA dengan Pihak Lain dan dengan adanya 
pengalihan piutang ini tidak akan mempengaruhi PIHAK KEDUA 
dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan akad ini. 
Pasal 15 
Penyelesaian Perselisihan 
1) Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad-akad ini, maka 
akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan 
dilandasi oleh itikad baik dari masing-masing pihak. 
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2) Apabila cara musyawarah tidak tercapai, maka para pihak sepakat 
untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan 
Agama setempat. 
Sumber Data: PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pasar Purwodadi 
Pinjaman dengan menggadaikan bukti sah kepemilikan atau serifikat 
sebagai jaminan utang dalam hutang memiliki ketentuan sebagai berikut: 
1) Nasabah menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada pihak 
Pegadaian. 
2) Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau 
sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke pihak 
Pegadaian. 
3) Apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, maka 
ketentuannya 3 kali nunggak diberi surat peringatan/ somasi 1,2, dan 3. 
Somasi 1 itu muncul dari 61 hari angsuran terakhir, sehingga masuk 
angsuran ke-3 itu sudah di somasi. Jika masih nunggak lagi maka baru 
diklaimkan ke pihak asuransi. Lalu pihak asuransi menutup pinjaman 
nasabah sebesar 80%. Kemudian baru barang itu di lelang. Tetapi 
dalam praktiknya, sampai detik ini nasabah mempunyai itikad baik jadi 
ia membayar kekurangannya sampai lunas, kemudian uang lunasannya 
itu diberikan ke pihak asuransi. Jadi tidak ada eksekusi barang. 
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4) Pihak Pegadaian dapat mengenakan biaya penyimpanan BPKB 
(berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh 
nasabah. 
5) Besaran biaya penyimpanan BPKB, antara motor dengan mobil itu 
berbeda, kemudian antara motor dengan harga semisal Rp 
20.000.000,00 dengan motor seharga Rp 15.000.000,00 besaran biaya 
pemeliharaannya disesuaikan dengan taksiran harga dan jumlah 
pinjaman yang diberikan oleh pihak Pegadaian. 
6) Biaya asuransi pembiayaan Arrum ditanggung oleh nasabah. 
Dalam hal ini antara akad dengan fatwa sudah sesuai yakni adanya 
lelang jaminan ketika pihak ra>hin mengalami wanprestasi. Akan tetapi, apa 
yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Syariah unit Pasar Purwodadi 
dalam menyelesaikan wanprestasi nasabah tidak serta merta benda jaminan 
tersebut di lelang. Namun setelah adanya pemberitahuan somasi terakhir dan 
nasabah masih tidak bisa untuk melakukan angsuran, maka pihak PT 
Pegadaian mengajukan klaim ke pihak asuransi, dan mendapatkan dana dari 
pihak asuransi untuk menutup pinjaman nasabah sebesar 80%.. 
 Kemudian baru melakukan penjualan barang jaminan, baik melalui 
lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah. Tetapi, yang terjadi 
yakni diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan dilandasi oleh 
itikad baik dari masing-masing pihak. Nasabah mempunyai itikad baik jadi ia 
70 
 
membayar kekurangannya sampai lunas, kemudian uang lunasannya itu 
diberikan ke pihak asuransi. Jadi tidak ada eksekusi barang.9 
b. Barang yang Digadaikan 
Benda jaminan bagi pemberi gadai sebetulnya merupakan benda yang 
bernilai ekonomi dan penting dalam kehidupannya, maka agar tidak terjadi 
kerugian terhadap barang yang dijaminkan tersebut sudah sepatutnya PT. 
Pegadaian (Persero) mempunyai peranan yang besar dalam melakukan 
pengawasan dan pemeliharaan barang yang berada dalam kekuasaannya, 
sehingga benda yang dijaminkan tidak mengalami kerusakan atau hilang yang 
dapat merugikan nasabah yang telah menggadaikan barangnya. Jika 
dikemudian hari terjadi hal yang menyebabkan barang tersebut rusak, hilang, 
berkurang, atau tidak sesuai dengan kondisi awal saat penyerahan, maka hal 
tersebut akan memberikan implikasi hukum bagi PT. Pegadaian (Persero).10 
Dalam melakukan penerimaan barang jaminan, prosedur yang 
dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Syariah unit Pasar Purwodadi yaitu : 
1) Pihak Pegadaian menerima berkas dari nasabah, kemudian di periksa, 
tentunya di validasi dengan pihak kepolisian apakah Bukti Pemilik 
Kendaraan Bermotor (BPKB) itu palsu atau asli. 
                                                          
9
 Edwin Tesna W, Pengelola Unit atau Penaksir PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pasar 
Purwodadi, Wawancara Pribadi, Jum’at, 16 Maret 2018 jam 09.51-10.21 WIB. 
10
 Rizki Sukma Hapsari, “Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam hal terjadi 
Kerusakan atau Kehilangan Barang Jaminan di PT. Pegadaian (Persero) Kota Madiun”, Jurnal 
Reportorium, (Solo) Vol. III Nomor 2, 2016, hlm.115. 
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2) Pihak Pegadaian memeriksa apakah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor 
(BPKB) itu pernah dijaminkan tidak ditempat lain. 
3) Pihak Pegadaian memeriksa juga apakah nasabah punya pinjaman 
ditempat lain. 
4) Kemudian setelah pihak Pegadaian melakukan validasi pengecekan 
keseluruhan, baru pihak Pegadaian melakukan survey ke tempat nasabah. 
Selanjutnya, baru pihak Pegadaian menetapkan besaran pinjaman 
terhadap nasabah.11 
c. Hutang atau Tanggungan 
Proses memperoleh pembiayaan ARRUM Bukti Pemilik Kendaraan 
Bermotor (BPKB) : 
1) Mengisi formulir aplikasi pembiayaan ARRUM. 
2) Melampirkan dokumen-dokumen usaha, agunan, serta dokumen 
pendukung lainnya yang terkait. 
3) Petugas Pegadaian memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang 
dilampirkan. 
4) Petugas Pegadaian melakukan survey analisis kelayakan usaha serta 
menaksir agunan. 
5) Penandatanganan akad pembiayaan. 
                                                          
11
 Edwin Tesna W, Pengelola Unit atau Penaksir PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pasar 
Purwodadi, Wawancara Pribadi, Jum’at, 16 Maret 2018 jam 09.51-10.31 WIB. 
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6) Pencairan pembiayaan.12 
Kemudian jika nasabah ingin memperpanjang pinjaman, maka 
ketentuannya nasabah harus sudah masuk angsuran 6/1 atau masuk angsuran 
ke-7, baru bisa memperpanjang pinjaman. Jika nasabah ingin menambah 
besaran nominal pinjaman, maka bisa dengan cara menambahkan jaminan 
berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) lagi.13 
d. Orang yang Bertransaksi 
Persyaratan pinjaman : 
1) Menyerahkan foto copy KTP atau identitas resmi lainnya. 
2) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor Bukti Pemilik 
Kendaraan Bermotor (BPKB) atau emas sebagai agunan. 
3) Memiliki usaha produktif minimal telah berjalan 1 tahun. 
4) Survey dan analisa kelayakan usaha. 
5) Mengisi formulir permintaan pinjaman. 
6) Menandatangani akad ar-Rahn untuk usaha mikro (ARRUM).14 
 
G. Cara Menghitung Uang Pinjaman 
Contoh simulasi penghitungan ARRUM 
                                                          
12
 Habiburrahim, dkk, Buku Saku Pegadaian Syariah, (Jakarta Timur: Kuwais, t.t.), hlm. 24-
25. 
13
 Edwin Tesna W, Pengelola Unit atau Penaksir PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pasar 
Purwodadi, Wawancara Pribadi, Jum’at, 16 Maret 2018 jam 10.17-10.31 WIB. 
14
 Habiburrahim, dkk, Buku Saku Pegadaian ..., hlm. 24. 
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Seorang nasabah memiliki 1 mobil kijang LGX tahun 2000 dengan taksiran 
harga pasar Rp 70.000.000,00.  
Jadi pinjaman yang dapat diterima : Rp 70.000.000 x 70% = Rp 
49.000.000,00. 
Administrasi : Rp 250.000,00                   motor : Rp 70.000,00 
                                                                   Mobil : Rp 250.000,00 
Mu’nah : 
Taksiran x 0,009 x jangka waktu 
Rp 70.000.000,00 x 0,009 x 12 = Rp 7.560.000,00/ 1 tahun15 
Apabila dibayar per bulan maka rahin setiap bulannya harus membayar 
sebesar Rp 630.000,00 
 
 
 
                                                          
15
 Habiburrahim, dkk, Buku Saku Pegadaian ..., hlm. 25. 
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BAB IV 
TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NO: 68/DSN-MUI/III/2008 TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI 
AKAD AR-RAHN UNTUK USAHA MIKRO (ARRUM) BUKTI PEMILIK 
KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) PADA PT PEGADAIAN (PERSERO) 
SYARIAH UNIT PASAR PURWODADI 
 
Minat masyarakat terhadap produk-produk keuangan syariah semakin 
meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran beragama mereka. Masyarakat 
telah mengenal gadai sebagai salah satu transaksi keuangan yang simpel dan praktis, 
tentunya akan bernilai lebih, kalau akad gadai tersebut dijalankan dengan 
berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah sehingga mendapatkan dana dengan cara 
yang halal dan berkah hasilnya.1 
Munculnya praktik gadai syariah dikarenakan atas koreksi sistem gadai yang 
telah berlaku lama sejak jaman Belanda. Landasan dalam operasionalisasi gadai 
syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 
26 Juni 2002 tentang rahn, fatwa nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas, 
dan fatwa nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang rahn tasjily.2 
A. Pelaksanaan dan Penyelesaian Wanprestasi Akad ar-Rahn untuk Usaha 
Mikro (ARRUM) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada PT 
Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pasar Purwodadi 
1. Nasabah  menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada pihak pegadaian. 
                                                          
1
 Habiburrahim, dkk, Buku Saku Pegadaian Syariah, (Jakarta Timur: Kuwais, t.t.), hlm. 5. 
2
 Rokhmat Subagiyo, “Tinjauan Syariah tentang Pegadaian Syariah (Rahn)”, An-Nisbah, 
(Tulungagung) Vol. 01 Nomor 01, 2014, hlm. 170. 
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Dalam hal ini nasabah menyerahkan surat atau sertifikat berupa Bukti 
Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) ke pihak Pegadaian Syariah untuk 
kemudian petugas Pegadaian memeriksa keabsahan dokumen-dokumen 
yang diserahkan, tentunya divalidasi oleh pihak kepolisian apakah Bukti 
Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) itu palsu atau asli. Pihak pegadaian 
juga memeriksa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) itu pernah 
dijaminkan tidak di tempat lain.3 
Mengenai syarat yang terkait dengan marhu>n (barang yang 
digadaikan) : 
 Barang yang digadaikan adalah barang yang dapat diperjual belikan 
(memiliki nilai ekonomis) dalam pandangan syara’. 
 Nilainya seimbang dengan utang. 
 Jelas dan tertentu. 
 Milik sah debitor. 
 Tidak terkait dengan hak orang lain. 
 Merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di beberapa 
tempat. 
 Bisa diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.4 
                                                          
3
 Edwin Tesna W, Pengelola Unit atau Penaksir PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pasar 
Purwodadi, Wawancara Pribadi, Jum’at, 16 Maret 2018 jam 10.17-10.31 WIB. 
4
 Yazid Afandi, Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari’ah, 
(Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 152. 
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Dari syarat-syarat tersebut di atas, dalam hal praktiknya langsung 
dari pihak PT Pegadaian (Persero) Syariah unit Pasar Purwodadi sudah 
sesuai dengan ketentuan syarat-syarat marhu>n (barang yang digadaikan). 
Dalam hal ini terpenuhinya juga ketentuan khusus pada point a Fatwa 
Dewan Syariah Nasional No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily 
yaitu Ra>hin menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang 
dijadikan jaminan (marhu>n) kepada murtahi>n. 
2. Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau 
sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke pihak 
Pegadaian. 
Hal ini barang yang diagunkan adalah milik orang yang 
menggadaikan (ra>hin). Dan apabila yang memiliki hutang atau nasabah 
tidak mampu melunasinya, pihak pegadaian boleh menjual atau melelang 
barang tersebut untuk melunasi piutangnya.5 
Terkait pemanfaatan barang gadai oleh orang yang menggadaikan, 
ada dua pendapat dari kalangan ulama. Mayoritas ulama, selain Syafi’iyah 
berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan 
barang gadaian. Sementara kalangan Syafi’iyah memperbolehkan pihak 
yang menggadaikan memanfaatkan barang gadaian selama tidak 
menimbulkan perselisihan dengan pihak penerima gadai. 
                                                          
5
 Rokhmat Subagiyo, “Tinjauan Syariah …, hlm. 175-176. 
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Masalah yang kedua adalah mengenai pemanfaatan barang gadai oleh 
penerima gadai. Jumhur ulama, kecuali kalangan Hanbaliyah tidak 
memperbolehkan penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai. 
Kalangan Hanafiyah seperti yang dikutip Imam Mustofa, 
berpendapat bahwa penerima gadai tidak diperbolehkan memanfaatkan 
barang gadai apa pun bentuknya, kecuali mendapatkan izin dari pemilik 
barang. Apabila pihak penerima gadai memanfaatkannya, maka hukumnya 
sama dengan gasab. Menurut sebagian Hanafiyah apabila pemilik barang 
atau pihak yang menggadaikan mengizinkan, maka penerima gadai boleh 
memanfaatkannya secara mutlak. Sebagian mereka juga mengharamkan 
pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai apabila disyaratkan dalam 
akad. 
Menurut pengikut Imam Syafi’i seperti yang dikutip Imam Mustofa, 
secara garis besar sama dengan pendapat kalangan Malikiyah. Penerima 
gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadaian. Pendapat ini berdasarkan 
hadis Nabi Saw : 
“Barang gadai tidak dapat hangus. Gadai adalah milik debitur (yang 
berutang), miliknyalah keuntungan dan tanggung jawabnya pula 
kerugiannya”. 
78 
 
Apabila pihak penerima gadai mensyaratkan sesuatu yang merugikan 
pihak yang menggadaikan atau menguntungkan pihak yang menggadai, 
maka syarat tersebut batal demi hukum.6 
Dalam akad Arrum BPKB yang dijadikan jaminan bukan barangnya 
tetapi dalam hal ini yang dijadikan jaminan adalah bukti sah kepemilikan 
atau sertifikat. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan 
untuk mendukung usaha sehari-hari, sehingga dalam hal ini tidak ada 
pemanfaatan barang oleh pihak murtahi>n. 
Dalam hal ini terpenuhi ketentuan khusus pada point b Fatwa Dewan 
Syariah Nasional No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily yaitu 
penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau 
sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke Murtahi>n. 
3. Apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, maka 
ketentuannya 3 kali nunggak diberi surat peringatan/ somasi 1,2, dan 3. 
Jika masih nunggak lagi maka baru diklaimkan ke pihak asuransi. 
Kemudian baru barang itu di lelang. Tetapi dalam praktiknya, tidak ada 
eksekusi barang atau pelelangan barang, karena nasabah mempunyai itikad 
baik jadi ia membayar kekurangannya sampai lunas, kemudian uang 
                                                          
6
 Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016), hlm. 
198-201. 
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lunasannya tersebut diberikan ke pihak asuransi. Jadi tidak ada eksekusi 
barang.7 
Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak 
yang wanprestasi) dirugikan. Dalam hal ini, wanprestasi yang terjadi 
berupa prestasi yang dilakukan tidak sempurna yakni mengalami kredit 
macet, oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, pihak 
wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang 
dalam hal ini berupa pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti kerugian, 
yaitu membayar angsuran dan dikenakan denda keterlambatan dari tanggal 
jatuh tempo angsuran. Tuntutan apa yang harus ditanggung oleh pihak 
yang wanprestasi tersebut tergantung pada jenis tuntutan yang dipilih oleh 
pihak yang dirugikan. Bahkan jikalau tuntutan itu dilakukan dalam bentuk 
gugatan di pengadilan, maka pihak yang wanprestasi tersebut juga dibebani 
biaya perkara. 8 
Di dalam akad pembiayaan ARRUM BPKB pasal yang terkait 
dengan penyelesaian wanprestasi yaitu termasuk dalam pasal 7, 8, 11, dan 
15 yang berbunyi : 
Pasal 7 
Takzir (denda) Keterlambatan 
                                                          
7
 Edwin Tesna W, Pengelola Unit atau Penaksir PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pasar 
Purwodadi, Wawancara Pribadi, Jum’at, 16 Maret 2018 jam 09.51-10.21 WIB. 
8
 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, 2013), hlm. 74. 
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1) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban membayar 
angsuran sampai dengan melampaui tanggal yang telah ditetapkan, 
maka akan dikenakan takzir (denda) yang besarnya seperti pada ayat 
(2) sampai dengan ayat (4) pasal ini. 
2) Setiap keterlambatan pembayaran angsuran dari tanggal jatuh tempo 
angsuran dikenakan denda per hari sebesar 4% (empat persen) dibagi 
dengan 30 (tiga puluh) dari besarnya angsuran setiap bulan. 
3) Maksimum takzir (denda) setiap angsuran bulanan sebesar 4% (empat 
persen) dari angsuran. 
4) Takzir (denda) dibayar bersamaan dengan pembayaran angsuran dan 
ujrah. 
Pasal 8 
Cidera Janji 
1) PIHAK KEDUA dinyatakan cidera janji atau terbukti lalai, yaitu 
apabila PIHAK KEDUA melakukan tindakan sebagai berikut : 
a) Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) 
selama 3 (tiga) kali berturut-turut, atau 
b) Sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan 
pembayaran pelunasan. 
c) Tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya atau melanggar 
ketentuan didalam akad ini, satu dan lain hal semata-mata 
menurut penetapan atau pertimbangan PIHAK PERTAMA. 
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2) Bilamana PIHAK KEDUA melakukan cidera janji sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka PIHAK PERTAMA diberi 
kuasa oleh PIHAK KEDUA untuk mengambil alih marhu>n (barang 
jaminan) yang dijadikan jaminan atas pembiayaan ini yang di bawah 
kekuasaan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib menyerahkan 
marhu>n (barang jaminan) tersebut dalam keadaan terawat baik dengan 
tanpa syarat apapun kepada PIHAK PERTAMA dan kuasa untuk 
menjual marhu>n (barang jaminan) untuk pelunasan hutang PIHAK 
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. 
Pasal 11 
Eksekusi 
1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk menyita, menarik dibawah 
kuasanya dan PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan secara 
sukarela tanpa syarat dan memberikan kuasa khusus kepada PIHAK 
PERTAMA untuk menjual marhu>n (barang jaminan) bilamana PIHAK 
KEDUA dinyatakan cidera janji, atau diperkirakan tidak akan mampu 
lagi untuk memenuhi ketentuan atau kewajiban dalam akad ini, karena 
terjadinya antara lain namun tidak terbatas karena PIHAK KEDUA 
meninggal dunia, dijatuhi hukuman pidana, dinyatakan pailit atau tidak 
mampu membayar. 
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2) Dalam hal terjadi eksekusi, maka dengan ini PIHAK KEDUA 
memberikan kuasa khusus yang tidak dapat dicabut kembali kepada 
PIHAK PERTAMA dengan hak substitusi, untuk melakukan penjualan 
marhu>n (barang jaminan) di depan umum menurut tata cara dan 
dengan harga yang dianggap baik oleh PIHAK PERTAMA. 
3) Hasil penjualan marhu>n (barang jaminan) digunakan untuk membayar 
seluruh sisa hutang sebagai kewajiban PIHAK KEDUA kepada 
PIHAK PERTAMA termasuk takzir (denda) dan biaya-biaya yang 
timbul akibat proses penarikan dan penjualan marhu>n (barang 
jaminan). Apabila hasil eksekusi tersebut masih terdapat sisa uang 
kelebihan, maka menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA untuk 
menyerahkan uang kelebihan tersebut kepada PIHAK KEDUA. 
4) Apabila hasil penjualan marhu>n (barang jaminan) tidak cukup untuk 
membayar seluruh hutang PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA 
mempunyai hak untuk mengambil pelunasan atas sisa pembiayaan 
yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA yang harus dilunasi 
pada saat itu juga atau yang diperoleh dari hasil penjualan barang milik 
PIHAK KEDUA yang telah diserahkan kepada PIHAK PERTAMA. 
Pasal 15 
Penyelesaian Perselisihan 
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1) Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad-akad ini, maka 
akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan 
dilandasi oleh itikad baik dari masing-masing pihak. 
2) Apabila cara musyawarah tidak tercapai, maka para pihak sepakat 
untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Agama 
setempat. 
Terkait dengan fatwa DSN-MUI, pasal 11 dalam akad pembiayaan 
ARRUM sejalan dengan ketentuan khusus pada point c Fatwa Dewan 
Syariah Nasional No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily yaitu 
Ra>hin memberikan wewenang (kuasa) kepada murtahi>n untuk melakukan 
penjualan marhu>n, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai 
prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi 
utangnya.  
Akan tetapi, apa yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Syariah 
unit Pasar Purwodadi dalam menyelesaikan wanprestasi nasabah tidak serta 
merta benda jaminan tersebut di lelang. Namun setelah adanya 
pemberitahuan somasi terakhir dan nasabah masih tidak bisa untuk 
melakukan angsuran, maka pihak PT Pegadaian mengajukan klaim ke 
pihak asuransi, dan mendapatkan dana dari pihak asuransi untuk menutup 
pinjaman nasabah sebesar 80%. Kemudian baru melakukan penjualan 
barang jaminan, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip 
84 
 
syariah. Tetapi, yang terjadi yakni diselesaikan melalui musyawarah untuk 
mufakat dengan dilandasi oleh itikad baik dari masing-masing pihak. 
Nasabah mempunyai itikad baik jadi ia membayar kekurangannya sampai 
lunas, kemudian uang lunasannya itu diberikan ke pihak asuransi. Jadi 
tidak ada eksekusi barang. 
Dalam hal ini antara akad ARRUM dengan praktiknya langsung di 
lapangan berbeda. Akad ARRUM menyebutkan bahwa jika ra>hin cidera 
janji atau mengalami wanprestasi maka pihak murtahi>n mempunyai kuasa 
untuk menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Tetapi dalam 
praktiknya, pihak murtahi>n memberikan tenggang waktu sampai setelah 
tenggang waktu yang diberikan masih tetap menunggak lagi, maka baru 
barang itu di lelang. Tetapi, yang terjadi yakni diselesaikan melalui 
musyawarah untuk mufakat dengan dilandasi oleh itikad baik dari masing-
masing pihak. 
4. Pihak Pegadaian dapat mengenakan biaya penyimpanan BPKB (berupa 
bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh nasabah. 
Di dalam akad pembiayaan Arrum BPKB pasal yang terkait dengan 
mengenakan biaya penyimpanan yaitu termasuk dalam pasal 2, dinyatakan 
bahwa : 
Pasal 2 
Tarif Ujrah 
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1) Besarnya ujrah ditetapkan sebesar Rp 1.260.000,00 (satu juta dua ratus 
enam puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu pembiayaan. 
2) Besarnya ujrah sebagaimana disebutkan pada ayat (1) pasal ini 
disetorkan oleh PIHAK KEDUA secara angsuran bersamaan dengan 
pembayaran angsuran pokok pembiayaan kepada PIHAK PERTAMA. 
3) PIHAK PERTAMA dibenarkan melakukan perubahan tariff ujrah 
tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA. 
Perubahan tarif ujrah akan diberitahukan kepada PIHAK KEDUA dan 
baru akan berlaku pada saat membayar angsuran bulan berikutnya. 
4) Apabila sebelum jangka waktu pembiayaan berakhir, PIHAK KEDUA 
melakukan pembayaran pelunasan pembiayaan secara sekaligus 
(dipercepat), maka PIHAK PERTAMA akan mengembalikan titipan 
ujrah setelah dihitung berdasarkan tabel diskon ujrah yang ditetapkan 
oleh PIHAK PERTAMA. 
Dalam hal ini terpenuhi ketentuan khusus pada point e Fatwa Dewan 
Syariah Nasional No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily yaitu 
Murtahi>n dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang 
marhu>n (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung 
oleh ra>hin, berdasarkan akad al-Ija>rah. 
5. Besaran biaya penyimpanan BPKB, antara motor dengan mobil itu 
berbeda, kemudian antara motor dengan harga semisal Rp 20.000.000,00 
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dengan motor seharga Rp 15.000.000,00 besaran biaya pemeliharaannya 
disesuaikan dengan taksiran harga dan jumlah pinjaman yang diberikan 
oleh pihak Pegadaian. 
Dalam hal ini tidak terpenuhinya ketentuan khusus pada point  
f Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn 
Tasjily yang menyatakan bahwa Besaran biaya sebagaimana dimaksud 
huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang ra>hin kepada 
murtahi>n. 
Di dalam fatwa jelas bahwasanya besaran biaya penyimpanan dalam 
gadai tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang ra>hin kepada murtahi>n. 
Tetapi dalam praktiknya pihak pegadaian mengenakan besaran biaya 
pemeliharaannya, disesuaikan dengan taksiran harga dan jumlah pinjaman 
yang diberikan oleh pihak Pegadaian. Dari praktik tersebut harusnya pihak 
pegadaian dalam mengenakan besaran biaya pemeliharaannya tidak boleh 
dikaitkan dengan dengan jumlah utang ra>hin kepada murtahi>n. 
B. Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang 
Rahn Tasjily terhadap Penyelesaian Wanprestasi Akad ARRUM BPKB pada 
PT Pegadaian (Persero) Syariah unit Pasar Purwodadi 
Dari sisi akad, antara pegadaian dengan nasabah dalam hal 
penyelesaian wanprestasi sudah sesuai dengan apa yang tertera dalam akad. 
Pihak pegadaian memiliki kuasa penuh untuk menjual marhu>n (barang 
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jaminan) untuk pelunasan hutang ketika nasabah mengalami wanprestasi. 
Dalam hal ini akad ARRUM yang terkait yaitu pada Pasal 8 yang berbunyi: 
Pasal 8 
Cidera Janji 
3) PIHAK KEDUA dinyatakan cidera janji atau terbukti lalai, yaitu 
apabila PIHAK KEDUA melakukan tindakan sebagai berikut : 
d) Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) 
selama 3 (tiga) kali berturut-turut, atau 
e) Sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan 
pembayaran pelunasan. 
f) Tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya atau melanggar 
ketentuan didalam akad ini, satu dan lain hal semata-mata 
menurut penetapan atau pertimbangan PIHAK PERTAMA. 
4) Bilamana PIHAK KEDUA melakukan cidera janji sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka PIHAK PERTAMA diberi 
kuasa oleh PIHAK KEDUA untuk mengambil alih marhu>n (barang 
jaminan) yang dijadikan jaminan atas pembiayaan ini yang di bawah 
kekuasaan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib menyerahkan 
marhu>n (barang jaminan) tersebut dalam keadaan terawat baik dengan 
tanpa syarat apapun kepada PIHAK PERTAMA dan kuasa untuk 
88 
 
menjual marhu>n (barang jaminan) untuk pelunasan hutang PIHAK 
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. 
Apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi hutangnya, 
maka ketentuannya 3 kali nunggak diberi surat peringatan/ somasi 1,2, dan 
3. Somasi 1 itu muncul dari 61 hari angsuran terakhir, sehingga masuk 
angsuran ke-3 itu sudah di somasi. Jika masih nunggak lagi maka baru 
diklaimkan ke pihak asuransi. Lalu pihak asuransi menutup pinjaman 
nasabah sebesar 80%. Kemudian baru barang itu di lelang. Tetapi dalam 
praktiknya, nasabah mempunyai itikad baik jadi ia membayar 
kekurangannya sampai lunas, kemudian uang lunasannya itu diberikan ke 
pihak asuransi. Jadi tidak ada eksekusi barang.9 
Sehingga dalam hal ini, yang dilakukan oleh pihak pegadaian dalam 
memberikan tenggang waktu dan tidak langsung serata merta melelang 
barang jaminan tersebut, seperti tertera dalam QS. al-Baqarah ayat 280. 
Islam mengajarkan bahwa dalam menghadapi orang yang dalam kesulitan, 
dan tidak mempunyai apa yang akan dibayarkannya untuk menutupi 
hutangnya Allah subhanahu wa ta’ala telah memerintahkan untuk bersabar. 
                                   
 
“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah 
tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu 
                                                          
9
 Edwin Tesna W, Pengelola Unit atau Penaksir PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pasar 
Purwodadi, Wawancara Pribadi, Jum’at, 16 Maret 2018 jam 09.51-10.21 WIB. 
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menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. al-
Baqarah [2]: 280)10 
 
Pada dasarnya akad yang dibuat antara ra>hin dan murtahi>n dengan 
ketentuan fatwa DSN-MUI tidak ada pertentangan, sudah sesuai dengan 
ketentuan atau perjanjian yang disepakati yakni, jika terjadi wanprestasi 
pihak murtahi>n berwenang menjual atau melelang marhu>n (barang 
jaminan). Namun dalam praktiknya tidak terjadi pelelangan terhadap 
marhu>n (barang jaminan), karena ada itikad baik dari ra>hin untuk 
membayar hutangnya. Dalam hal ini tidaklah masalah karena Allah 
subhanahu wa ta’ala dalam QS. al-Baqarah ayat 280 telah memerintahkan 
untuk bersabar dalam menghadapi orang yang dalam kesulitan, dan tidak 
mempunyai apa yang akan dibayarkannya untuk menutupi hutangnya. 
                                                          
10
 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya jilid I, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 
hlm. 420-421. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pada pembahasan analisis diatas, maka penelitian untuk 
skripsi ini dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penyelesaian yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit 
Pasar Purwodadi apabila nasabah wanprestasi atau tidak dapat melunasi 
utangnya, maka ketentuannya 3 kali nunggak diberi surat peringatan/ 
somasi 1,2, dan 3. Somasi 1 itu muncul dari 61 hari angsuran terakhir, 
sehingga masuk angsuran ke-3 itu sudah di somasi. Jika masih nunggak 
lagi maka baru diklaimkan ke pihak asuransi. Lalu pihak asuransi 
menutup pinjaman nasabah sebesar 80%. Kemudian baru barang itu di 
lelang. Tetapi dalam praktiknya, nasabah mempunyai itikad baik jadi ia 
membayar kekurangannya sampai lunas, kemudian uang lunasannya itu 
diberikan ke pihak asuransi. Jadi tidak ada eksekusi barang. 
2. Dalam penyelesaian wanprestasi akad ar-Rahn untuk Usaha Mikro 
(ARRUM) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di PT Pegadaian 
(Persero) Syariah Unit Pasar Purwodadi secara umum sudah memenuhi 
ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/DSN-MUI/III/2008 
tentang Rahn Tasjily. Akad yang dibuat antara ra>hin dan murtahi>n dengan 
ketentuan fatwa DSN-MUI tidak ada pertentangan, sudah sesuai dengan 
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ketentuan atau perjanjian yang disepakati yakni, jika terjadi wanprestasi 
pihak murtahi>n berwenang menjual atau melelang marhu>n (barang 
jaminan). dalam akad pembiayaan ARRUM sejalan dengan ketentuan 
khusus pada point c Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/DSN-
MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily yaitu ra>hin memberikan wewenang 
(kuasa) kepada murtahi>n untuk melakukan penjualan marhu>n, baik 
melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila 
terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya. 
Namun dalam praktiknya tidak sampai terjadi pelelangan terhadap 
marhu>n, karena ada itikad baik dari ra>hin untuk membayar hutangnya. 
Dalam hal ini tidaklah masalah karena Allah subhanahu wa ta’ala dalam 
QS. al-Baqarah ayat 280 telah memerintahkan untuk bersabar dalam 
menghadapi orang yang dalam kesulitan, dan tidak mempunyai apa yang 
akan dibayarkannya untuk menutupi hutangnya. 
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B. Saran-Saran 
Setelah memperhatikan, menggambarkan dan menganalisis tentang 
penyelesaian wanprestasi akad ar-Rahn untuk Usaha Mikro (ARRUM) Bukti 
Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di PT. Pegadaian (Persero) Syariah 
Unit Pasar Purwodadi, ada satu hal yang dapat dipertimbangkan sebagai 
masukan untuk meningkatkan khazanah keilmuan. Dalam hal ini saran 
tersebut ialah, sebaiknya di dalam akad ARRUM BPKB bisa dicantumkan 
pasal yang isinya mengenai ketika nasabah wanprestasi ada kelonggaran 
waktu yaitu somasi 1, 2, dan 3, kemudian jika nasabah masih nunggak lagi 
maka  barang jaminan tersebut akan dilelang, sehingga dalam hal akad dengan 
praktiknya bisa sesuai. Karena di dalam akad ARRUM BPKB hanya tertera 
jika nasabah mengalami wanprestasi maka pihak Pegadaian berwenang 
melakukan pelelangan barang, tidak mencantumkan adanya kelonggaran 
waktu. 
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FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL 
NO: 68/DSN-MUI/III2008 
Tentang 
RAHN TASJILY 
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Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah 
Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan Lembaga Keuangan 
Syariah (LKS) yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah 
pinjaman atau transaksi lain yang menimbulkan utang piutang 
dengan memberikan jaminan barang dengan ketentuan barang 
tersebut masih dikuasai dan digunakan oleh pihak berutang; 
b. bahwa pihak berpiutang berhak dengan mudah untuk 
melakukan eksekusi atas barang agunan yang masih dikuasai 
oleh peminjam jika terjadi wanprestasi; 
c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan 
fatwa tentang Rahn Tasjily untuk dijadikan pedoman. 
Mengingat : 1. Firman Allah s.w.t.: 
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“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak 
memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang ...”. (QS. Al-Baqarah [2]: 283) 
2. Hadis Nabi s.a.w.; antara lain 
1) Dari ‘Aisyah r.a., ia berkata: 
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“Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli 
makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan 
Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.” (HR al-
Bukhari dan Muslim) 
2) Dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda: 
Sekretariat :  Gedung MUI Lt.3   Jl. Proklamasi No. 51 Menteng - Jakarta 10320 
Telp. (021) 392 4667   Fax: (021) 391 8917 
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"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik 
yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan 
menanggung resikonya." (HR. Nabi riwayat al-Syafi'i, al-
Daraquthni dan Ibnu Majah) 
3) Dari Abu Hurairah bahwa Nabi s.a.w. bersabda: 
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"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki 
dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang 
digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung 
biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan 
memerah susu tersebut wajib menanggung biaya 
perawatan dan pemeliharaan." (HR Jama’ah, kecuali 
Muslim dan al-Nasa’i) 
3. Ijma’: 
Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, al-
Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1985, V: 181). 
4. Kaidah Fikih: 
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Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 
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“Keperluan dapat menduduki posisi darurat.” 
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“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan 
sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ 
(selama tidak bertentangan dengan syariat.” 
Memperhatikan : 1. Surat dari Perum Pegadaian No. 186/US.1.00/2007. 
2. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Kamis, 28 
Shafar 1429 H./06 Maret 2008. 
MEMUTUSKAN 
Menetapkan : FATWA TENTANG RAHN TASJILY 
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Pertama : Ketentuan Umum 
Rahn Tasjily –disebut juga dengan Rahn Ta’mini, Rahn Rasmi, 
atau Rahn Hukmi-- adalah jaminan dalam bentuk barang atas 
utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada 
penerima jaminan (murtahin) hanya bukti sah kepemilikannya, 
sedangkan fisik barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada 
dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (rahin). 
 
Kedua: :  Ketentuan Khusus 
Rahn Tasjily boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Rahin menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat 
barang yang dijadikan jaminan (marhun) kepada murtahin; 
b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah 
kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan  
kepemilikan barang ke Murtahin.  
c. Rahin memberikan wewenang (kuasa) kepada murtahin 
untuk melakukan penjualan marhun, baik melalui lelang 
atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila 
terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya; 
d. Pemanfaatan barang marhun oleh rahin  harus dalam batas 
kewajaran sesuai kesepakatan; 
e. Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan 
penyimpanan barang marhun (berupa bukti sah kepemilikan 
atau sertifikat) yang ditanggung oleh rahin, berdasarkan 
akad Ijarah; 
f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak 
boleh dikaitkan dengan jumlah utang rahin kepada 
murtahin; 
g. Selain biaya pemeliharaan, murtahin dapat pula 
mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran 
yang riil. 
h. Biaya asuransi Rahn Tasjily ditanggung oleh Rahin. 
Ketiga : Ketentuan umum fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn 
yang terkait dengan pelaksanaan akad Rahn Tasjily berlaku pula 
pada fatwa ini. 
Keempat : Ketentuan Penutup 
1. Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, 
dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah 
Nasional atau melalui Pengadilan Agama. 
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2.  Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 
jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan 
diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.  
 
Ditetapkan di : Jakarta 
Pada tanggal : 28 Shafar 1428 H 
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